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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto
Nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr Tentang Gugatan Hak Asuh Anak Dengan
Verstek” ini merupakan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama
Mojokerto, untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pertimbangan hakim
Pengadilan ~ Agama  Mojokerto  dalam  memutus perkara  nomor:
968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak dengan Verstek?
Bagaimana analisis Yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto
nomor: 968/Pdt.G/2014/P A.Mr tentang gugatan hak asuh anak dengan Verstek?

Dalam menjawab permasalahan tersebut teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif.
Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis dengan
menggunakan metode Deskriptif Analitik, yaitu dengan cara menguraikan
putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 968/Pdt.G/2014/PA.Mr mulai dari
alasan terjadinya gugatan hak asuh anak hingga sampai pada dasar-dasar hukum
yang digunakan dalam putusannya, kemudian dilakukan analisis pada hal-hal
tersebut.

Hasil penelitian ini menjelaskan pertama, pertimbangan hukum yang
digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yaitu pertimbangan hukum
yang digunakan Hakim Anggota I adalah karena Verstek, dimana Tergugat
dalam perkara Verstek itu Tergugat tidak hadir dan mengakui dalil-dalil gugatan
Penggugat, dan dalam hadits dikatakan bahwa ibu berhak mendapat hadanah jika
ibu belum menikah lagi. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara Hakim
Anggota I dengan Hakim Anggota Il dan Majelis Hakim, pertimbangan hukum
yang digunakan oleh Hakim Anggota Il dan Majelis Hakim yaitu perkara Verstek
itu bisa dikabulkan jika tidak melawan hak dan berdasarkan hukum, dalam hal ini
menurut Hakim Anggota II dan Majelis hakim gugatan tersebut tidak
berdasarkan hukum karena saksi tidak mengetahui kondisi anak tersebut pasca
perceraian, ibu sudah menikah lagi itu tidak bisa menjadi pedoman karena dalam
hal ini belum tentu jika ibu sudah menikah, anak tersebut tidak terawat,
pertimnagan utama untuk kepentingan dan kebaikannya maka anak lebih tersebut
yang masih berumur 2 tahun lebih baik jika bersama ibunya. Kedua, dari yuridis
sendiri Verstek kurangnya bukti yang bisa menjadikan dasar hukum karena
diperlukan dasar hukum untuk putusan Verstek itu bisa dimenangkan Penggugat,
syarat hadanah dan kepentingan anak sendiri tidak ada yang menyebabkan
berpindahnya atau dicabutnya hak asuh anak menurut ulama figh juga sepakat
mengatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka
bercerai, kecuali ada alasan syara’ yang membolehkannya, dalam hal ini tidak
ada bukti bahwa ibu itu tidak cakap dalam mengasuh anak.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Dalam Putusan Pengadilan Agama
Mojokerto Nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak
dengan Verstek ini penulis menyarankan untuk Hakim lebih diteliti lagi dari segi
alasan hukumnya, sehingga dapat mengetahui alasan yang bisa dijadikan dasar
hukum dalam melakukan suatu gugatan.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah yang umum berlaku pada
semua makhluk baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Allah tidak mau
menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti
nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak
ada satu aturan. ' Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna
dan terhormat. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaannya, Allah membuat
aturan antara hubungan laki-laki dan perempuan agar sesuai dengan martabatnya.

Firman Allah SWT dalam Surat al-dzariyat ayat 49:
(YY) 83556 (I g il e S 6 5

Artinya: “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, agar
kamu sekalian mau berfikir.”

Menurut Undang-Undang No I Tahun 1974 tentang perkawinan dalam BAB
1 Pasal 1, menjelaskan pengertian atau definisi perkawinan yang didalamnya
tercantum tujuan perkawinan yang didefinisikan “perkawinan ialah ikatan lahir

bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

' M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), 1.
* Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Bimbingan
Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 862.



tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”.?

Allah menjadikan keinginan keinginan untuk mendapat jodoh dan anak
sebagai naluri bagi manusia dan binatang, kehidupan di muka bumi berlanjut
melalui anak-anak adalah hasil perkawinan. Karena tanpa anak, dapat dikatakan
perkawinan kurang lengkap. Namun demikian. Perkawinan perkawinan dalam
Islam tidak dapat dianggap sekedar sebagai sarana untuk menyatukan jasmani
pria dan wanita dan untuk mendapatkan anak, demikian juga perkawinan tidak di
lembagakan sekedar untuk memuaskan keinginan-keinginan alami atau nafsu
yang bergejolak. Tujuannya memiliki pengertian jauh lebih dalam dari pada
realitas-realitas yang jelas bersifat fisik itu.’

Islam menginginkan perkawinan yang kekal antara suami istri, kecuali oleh
sebab yang tidak bisa dihindari, yakni karena meninggalnya salah satu pihak atau
perceraian. Oleh karena itu Islam tidak mengikat mati perkawinan akan tetapi
juga tidak mempermudah perceraian. Islam mengizinkan perceraian kalau
perceraian itu dapat memberikan kebahagiaan bagi para pihak dari pada terus

bersama dalam sebuah ikatan pernikahan.

Rasulullah SAW bersabda:

o

" ) s R I8 s g ade ) o 1 J3 OF o8 1 e

(¢Sl a9 3913 gl g el 1))

’ Departemen Agama R, Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta:
Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 14.

* Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, Monogami dan Poligami dalam Islam (Jakarta: Sri
Gunting,1996), 11.



Artinya: Maka dari Ibn Umar seseungguhnya Rasulullah SAW bersabda:
“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Talaq™

Dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka akan ada akibat —
akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai Hak Asuh atas
anak — anak yang lahir dari perkawinan tersebut (/hadanah) sampai ia dewasa.
Kehadiran orang tua yang melakukan tugas pemeliharaan anak (hadanah) sangat
diperlukan.

Peranan ibu tidak hanya berkenaan dengan penyediaan makan anak,
perawatan badan atau pakaian saja, tetapi lebih berkatian dengan curahan kasih
sayang. Kasih sayang ibu yang dirasakan oleh anak akan mendatangkan
perlindungan, keamanan, dan kesenangan. Kondisi yang demikian merupakan
wadah baik bagi tumbuh kembangnya fisik, akal, dan jiwa anak.

Sebagaimana disebut dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 41:
“akibat putusnya perkawinan karena perceraian” adalah:

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi
keputusan.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak
dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa

ibu ikut memikul biaya tersebut.

> Abu Daud, Sunan Abi Daud juz II, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1996), 220



3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”
Dalam kompilasi hukum Islam pasal 105 (a) disebutkan beberapa ketentuan

hadanah: Memelihara anak yang belum mumayyiz atau belum cukup umur yaitu

12 tahun adalah hak ibunya. Berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 105 (a)

telah disebutkan bahwa yang lebih berhak dalam mengasuh anak yang belum

mumayyiz setelah terjadi perceraian adalah ibunya. Meskipun pemeliharaan anak
setelah terjadi perceraian oleh ibu dari anak tersebut, namun biaya
pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya.®

Peranan seorang ayah juga sangat dibutuhkan oleh anaknya. Seorang anak
juga membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Seorang ibu seharusnya tidak
membatasi kasih sayang seorang ayah untuk anaknya meskipun telah bercerai.
Seorang ayah juga mempunyai hak untuk bertemu dengan anaknya, memberikan
kasih sayang kepada anaknya.

Masa kanak-kanak adalah periode pengasuhan yang lebih majemuk. Pada
masa ini, perkembangan anak sudah mencapai tingkat yang lebih sensitif dalam
banyak hal. Mereka sudah mulai diperkenalkan dengan kewajiban-kewajibannya
sebagai manusia melalui pendekatan yang menyenangkan. Baik ibu maupun ayah
dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih dekat dan konkret. Nabi
menegaskan agar sejak masa kanak-kanak, usaha melatih keterampilan hidup

sudah dimulai, untuk mengarahkan dan menanamkan benih kemandirian

® Departemen Agana RI, Undang-Undang Nomor | Tahun 1974..., 35-36.



hidupnya di masa depan. Orang tua juga harus mengarahkan anak untuk hidup
pada lingkungan yang lebih luas.’

Hakekat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang,
yang diwujudkan ke dalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan
dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian halnya,
perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan
oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan
kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak
dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidak
adilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai
anugerah dan amanah ciptaan Allah.®

Dalam perkara hadanah yang telah diputus oleh Pengadilan Agama
Mojokerto nomor 968/Pdt.G/2014/PA.Mr, seorang ayah menggugat hak asuh
anak yang masih berumur 2 tahun terhadap ibu dari anaknya dikarenakan
beberapa kali ayah dari anak tersebut (penggugat) mengunjungi anaknya sendiri
di rumah ibu anak tersebut (tergugat), tidak diperbolehkan. Dan ketika ayahnya
tersebut mengunjungi anaknya lagi dan bertemu langsung dengan anaknya
tersebut, namun oleh ibunya anak tersebut langsung diambil dari ayahnya dan

diajak pergi oleh ibunya dan saat itu ayahnya melihat kondisi anak tersebut

" Fuaduddin, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam (Jakarta: Kerja Sama antara Lembaga
Kajian Agama dan Jender, dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation,
1999), 43-44.

¥ Ibnu Anshori, perlindungan Anak dalam Agama Islam (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak
Indonesia, 2006), 13.



dalam keadaan luka dikaki seperti terbakar dan sewaktu ayahnya bertanya
kepada ibunya menanyakan tentang luka tersebut, ibunya malah marah-marah
dan membawa anak tersebut pergi, dan ibu dari anak tersebut sudah menikah
lagi.

Dengan kejadian diatas telah jelas bahwa ibunya tidak bisa mendidik anak
dengan baik dan tidak bisa sebagai panutan dalam kebaikan. Karena ibunya
berusaha menjauhkan anaknya dengan ayahnya dan menghalangi ayahnya
memberikan kasih sayang kepada anaknya bahkan ibunya telah melalaikan
kewajiban menjaga anak tersebut sehingga anaknya tersebut menjadi celaka
apalagi sekarang ibunya sudah menikah lagi sehingga ayahnya sangat khawatir
akan kondisi kesehatan dan keselamatan serta pemeliharaan dan pendidikan
anaknya terlantar karena ikut ayah tiri, belum lagi jika ibunya dengan suaminya
yang baru mempunyai anak, maka ayah kandungnya takut makin tidak terurus
anaknya itu.

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara Hakim Anggota I dengan
Ketua Majelis dan Hakim Anggota II. Hakim Anggota I berpendapat bahwa hak
asuh anak bisa diberikan kepada ayahnya berdasarkan hadits Nabi yang

diriwayatkan Abu Daud, sebagai berikut:

O 118 gt O d Jhg b s CIB 81331 O gie JWS (o) 5 48 o3 i w8 02

JUb | s agigs O sy il b0l O15 2135 4 ,,5732‘ § gy ee 34
33915 gy ol gy S Wy ST S ke dn Jo Ao 3 @

((.S;J\ Frp

Artinya: "Dari abdullah bin amr, bahwasanya seorang perempuan berkata:
ya rasulullah, sesungguhnya anak saya (ini) perut saya mengandungnya,



tetek saya menyusuinya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya; tetapi
bapaknya telah menceraikan saya dan mengambil dia dari saya. Maka
rasulullah bersabda: “engkau lebih berhak padanya selama engkau belum
kawin”. (diriwayatkan oleh ahmad dan abu daud dan dinilai shahih oleh
hakim)"’

Kalau ibunya itu menikah dengan orang lain, sedangkan anak itu belum
mumayyiz, maka ayahnya yang lebih berhak mendidik kalau ia meminta atau
bersedia mendidiknya. Bila ayahnya tidak ada, maka yang berhak adalah bibinya
(saudara perempuan ibunya)."

Dalam masa persidangan ibunya (tergugat) tidak pernah hadir, meskipun
telah dipanggil oleh Pengadilan Agama Mojokerto melalui relas panggilan juga
melalui media masa yaitu radio, karena ibunya (tergugat) sudah menghilang atau
membawa kabur anaknya dengan suaminya yang baru dan tidak diketahui
keberadaannya. Dan hal inipun juga semakin jelas bahwa ibunya berusaha untuk
menjauhkan anaknya dari ayah kandungnya. Akan tetapi gugatan dari ayahnya
tersebut berkaitan dengan hak asuh anak ditolak oleh Pengadilan Agama
Mojokerto dengan verstek, karena ketidak hadiran ibunya (tergugat). Sedangkan
ayahnya (penggugat) sudah melampirkan bukti-bukti dan saksi, dimana perkara
verstek biasanya dimenangkan oleh pihak yang hadir karena jika ibunya
(tergugat) tidak hadir maka ia membenarkan semua bukti yang sudah ada.

Disini titik masalah yang ingin dikaji oleh penulis. Kenapa gugatan tersebut
ditolak atau tidak dimenangkan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto

sedangkan bukti-bikti serta saksi sudah ada dan dianggap tergugat sudah

’ Abu Daud, Sunan Abi Daud..., 257.
' Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 173.



membenarkan bukti-bukti dan saksi dikarenakan ketidak hadirannya? Untuk
mengetahui apa pertimbangan hakim dan bagaimana analisis yuridis terhadap
putusan Pengadilan Agama Mojokerto tentang hak asuh anak dengan verstek

yang akan dibahas dalam skripsi ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi
Identifikasi diperlukan untuk mengenali ruang lingkup pembahasan agar
tidak terjadi miss understanding dalam pemahaman pembahasannya. Adapun
identifikasi dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

a) Membahas apa pengertian dan arti dari perceraian, sehingga berujung
pada hak asuh anak dan jika anak tersebut diberikan kepada ibunya,
bagaimana peranan seorang ayah terhadap anak yang berada dalam hak
asuh ibunya.

b) Membahas tentang bagaimana berperkara jika salah satu pihak tidak hadir
sehingga diputus verstek oleh hakim.

¢) Membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto
dalam memutus perkara tentang hak asuh anak dengan verstek.

d) Menganalisis putusan Pengadilan Agama Mojokerto tentang hak asuh
anak dengan verstek berdasarkan hukum positif dan hukum islam.

2. Batasan Masalah
Dari identifikasi masalah tersebut skripsi ini penulis batasi beberapa

masalah antara lain:



a) Dari segi pertimbangan putusannya tentang hak asuh anak yang bersifat
verstek.
b) Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto tentang

hak asuh anak dengan verstek.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang dan batasan masalah diatas, maka penulis
merumuskan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam
memutus perkara nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh
anak dengan verstek?

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama mojokerto
nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak dengan

verstek?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka dibutuhkan untuk memperjelas mempertegas serta
membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki

kesamaan tema yakniAnalisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor:
968/Pdt.G/2014/Pa.Mr Tentang Hak Asuh Anak Dengan Verstek.

Skripsi yang ditulis oleh A. Rakhmat Hidayat pada tahun 2006 yang
berjudul “Studi komparatif konsep Imam Hanafi dan Imam Ahmad Ibn Hanbal

tentang pemberian hak asuh anak terhadap istri murtad”. Penelitian ini
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membahas tentang perbandingan pendapat ulama tentang hak asuh anak yang
diberikan kepada seorang istri yang murtad. Dalam konsep Imam Hanafi,
pengasuhan anak tidak disyaratkan beragama Islam karena itu istri yang murtad
tetap berhak mengasuh anak dengan suaminya yang muslim. Sedangkan dalam
konsep Imam Ahmad ibn Hanbal, pengasuhan anak disyaratkan beragama Islam,
sehingga istri yang murtad gugur haknya untuk mengasuh anak yang suaminya
muslim."!

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Masyito pada tahun 2007 yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik No.
223/Pdt.G/2007/PA.Gs tentang hak asuh anak”. Penelitian ini membahas tentang
tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik dimana hak
asuh anak diberikan kepada ayahnya. Dari hasil penelitian ini membenarkan
bahwasanya anak tersebut sudah aman dan nyaman bersama ayahnya ketika
berada dalam sauhannya, maka dari itu agar anak tersebut tidak terguncang
akibat perbutan hak asuh anak tersebut, hakim memutus hak asuh anak berada
pada ayahnya.'?

Skripsi yang ditulis oleh ‘Ainun Nisa pada tahun 2006 yang berjudul
“Urgensi Penerapan Pasal 132 (a.b) HIR Tentang Gugat Rekonvensi (studi
analisis terhadap putusan PA No. 1429/Pdt.g/2003/PA.Sby tentang cerai talak
sampai pada putusan PK MA.RI No. 24/PK/AG/2005 dalam memutus pemberian

hak asuh anak kepada istri murtad)”. Peneliti ini membahas tentang perceraian

""" A. Rakhmat Hidayat, “Studi Komparatif Konsep Imam hanafi dan Imam Ahmad ibn Hanbal
tentang Pemberian Hak Asuh Anak” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).

2" Dewi Masyito, “Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik No.
223/Pdt.G/2007/PA.Gs tentang hak asuh anak” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007).
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yang dilakukan oleh suami sampai dengan memutus hak asuh anak, akan tetapi
dalam putusan terakhir hak asuh anak diberikan kepada istrinya (ibunya).
Sedangkan istrinya (ibunya) tersebut dalam keadaan murtad yakni beragama
budha. Ulama Hanafiyah memperbolehkan non-Muslim memperoleh hak asuh
anak atas Mulim tetapi jika bukan termasuk golongan kafir murtad. akan tetapi
dalam hukum acara yang telah berlaku, bahwa dalam sejarah pun juga sahabat
pernah penerapkan pemeriksaan ulang atas putusan Qadi yang dirasa kurang
adil/khilaf, maka terhadap upaya Peninjauan Kembali atas putusan hakim
Mahkamah Agung RI dapat dibenarkan.'’

Skripsi yang ditulis oleh Lis Chamidah pada tahun 2003 yang berjudul
“Putusan Hakim tentang Hak Asuh Anak Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan
Banding (Studi kasus di Pengadilan Agama Gresik)”. Peneliti ini membahas
tentang perceraian yang berujung pada permasalahan Aadanah. Dalam skripsi ini
perkawinan berlangsung pada tahun 1984 mereka dikaruniai 4 orang anak, ketiga
lahir setelah tahun 1984 dan satu lahit setelah tahun 1992. Akan tetapi mereka
menginginkan agar keempat anaknya menjadi hak asuh ibunya, tetapi pengadilan
agama menolak gugatan tersebut karena perkawinannya pada tahun 1984 tidak
terbukti, maka pengadilan agama menberi putusan untuk mengucap ikrar talak
bagi si pemohon. Sedangkan pengasuhan anak tetap berada pada asuhan ayahnya
karena berdasarkan kemaslahatan si anak. Dan di Pengadilan Tinggi Agama

tersebut dikabulkan tetapi hanya satu anak yang lahir pada tahun 1992 karena

1 ¢ Ainun Nisa, “Urgensi Penerapan Pasal 132 (a.b) HIR Tentang Gugat Rekonvensi studi analisis
terhadap putusan PA No. 1429/Pdt.g/2003/PA.Sby tentang cerai talak sampai pada putusan PK
MARI No. 24/PK/AG/2005 dalam memutus pemberian hak asuh anak kepada istri murtad”
(Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).
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mereka dianggap belum mumayyiz dan ketiga anak yang lainnya dianggap anak
yang lahir diluar nikah dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan
pihak dari ibunya saja.'*

Dengan demikian, penelitian dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama
Mojokerto Nomor. 968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang hak asuh anak dengan verstek’
tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang
sudah ada, karena dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang gugatan dari
seorang ayahnya berkaitan dengan hak asuh anak dimana gugatan tersebut terjadi
karena anaknya mempunyai bekas luka melepuh pada kakinya, serta si ayah
susah/ tidak bisa bertemu dengan anaknya karena dilarang oleh ibunya dan
gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Mojokerto dengan verstek,
karena ketidak hadiran ibunya (tergugat). Sedangkan ayahnya (penggugat) sudah
melampirkan bukti-bukti dan saksi, dimana perkara versfek biasanya
dimenangkan oleh pihak yang hadir karena jika ibunya (tergugat) tidak hadir
maka ia membenarkan semua bukti yang sudah ada. Kenapa gugatan tersebut
ditolak atau tidak dimenangkan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto
sedangkan bukti-bikti serta saksi sudah ada dan di anggap tergugat sudah
membenarkan bukti-bukti dan saksi dikarenakan ketidak hadirannya. Sedangkan
ibunya sudah menikah lagi maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara

hakim anggota 1 dengan hakim anggota 2 dan ketua majlis dimana dalam hal ini

" Lis Chamidah, “Putusan Hakim tentang Hak Asuh Anak Pada Pengadilan Tingkat Pertama
dan Banding Studi kasus di Pengadilan Agama Gresik” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya,
2003).
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penulis ingin mengkaji tentang hukum positif dan hukum islam yang menjadi

landasan hukum bagi hakim tersebut.

E. Tujuan Penelitian
Dalam hal ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara verstek
tentang hak asuh anak.
2. Untuk mengetahui Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama

Mojokerto tentang hak asuh anak dengan verstek.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Kegunaan penelitian ini secara garis besar dapat berupa:

1. Kegunaan teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau
menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan hak asuh anak yang
diputus dengan verstek, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca
serta untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang mendalam.

2. Kegunaan praktis, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melaksanakan

atau memutus perkara hak asuh anak ataupun perkara verstek.

G. Definisi Operasional
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu

diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas, yaitu:



14

1. Analisis putusan adalah penyelidikan terhadap suatu pernyataan hakim
yang dituangkan dalam bentuk tertulis untuk mengetahui keadaan yang
sebenarnya dan akan ditinjau dari segi yuridis yakni dari hukum positif
dan hukum islam.

2. Putusan Pengadilan Agama adalah pernyataan hakim Pengadilan Agama
yang dituangkan dalam bentuk tertulis dalam sidang yang terbuka untuk
umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

3. Gugatan hak asuh anak (hadanah) adalah mengadukan atau menuntut
melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki
maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz,
menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari
sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan
akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul
tanggung jawab."

4. Verstek adalah putusan dimana tergugat tidak hadir dalam suatu perkara
setelah dipanggil oleh pengadilan dan tidak menyuruh wakilnya atau

kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan.

H. Metode Penelitian
Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini penyusun menggunakan

metode penelitian sebagai berikut:

¥ Slamet Abidin dan Aminuddin, et al., Figh Munakahat..., 171.
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1. Jenis penelitian
Dari sudut sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Sebab

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tergolong penelitian yang
bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,
keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dari hasil penelitian ini diharapkan
dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam
kerangka menyusun teori-teori baru.'®

2. Sumber data

a. Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh
secara langsung dari obyek penelitian. Sumber data primer adalah
sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.
Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan
dengan  putusan  Pengadilan = Agama  Mojokerto = Nomor:
968/Pdt.G/2014/PA.Mr yakni, Hakim Pengadilan Agama yang memutus
dalam perkara tersebut.

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak
langsung diperoleh dari subyek penelitiannya. Atau dapat pula
didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi atau
data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.'” Dalam penelitian
ini yang menjadi sumber data sekunder adalah segala sesuatu yang
memiliki kompetensi dengan masalah yang menjadi pokok dalam

penelitian ini, baik berupa manusia maupun benda. Dengan demikian

' Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 2012), 10.
7 Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000), 55.
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data sekunder yang relavan dengan judul diatas, diantaranya: literatur

lainnya yang relavan dengan judul di atas, diantaranya:

1) Buku karangan Abdul Rahman Al Ghazaly, yang berjudul Figh
Munakahat.

2) Buku karangan Slamet abidin dan Aminuddin, yang berjudul Figh
Munakahat.

3) Kitab Karangan Abu Daud, yang berjudul Sunan Abi Daud juz IL.

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia.

5) Amademen UU peradilan Agama UU RI No. 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan
Kompilasi Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk
memperoleh data yang diperlukan. Cara pengumpulan data dilakukan dengan

menggunakan dua metode, yaitu:

a. Wawancara (Interview)
Wawancara merupakan salah satu penumpulan data dengan jalan
komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara
pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (respandeun).18

Wawancara ini akan digunakan untuk mewawancarai pihak-pihak yang

1 Ibid, 68
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berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor:
968/Pdt.G/2014/PA.Mr yakni, Hakim Pengadilan Agama yang memutus
dalam perkara tersebut. Cara ini digunakan karena lebih memungkinkan
penelitian untuk mendeskripsikan informasi sebanyak mungkin.
Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan menyeleksi informasi pada
hal-hal yang memiliki relavansi dengan permasalahan yang diteliti.
b. Dokumentasi
Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan
pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari
data berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen rapat, agenda dan sebagainya.'” Dalam studi ini penyusun
mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan
penelitian ini, sebagaimana di putusan Pengadilan Agama Mojokerto
Nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr.
4. Teknik Pengelolaan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik pengumpulan data melalui studi dokumenter. Studi dokumenter
dalam penelitian ini sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi
berupa catatan tertulis yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang

diteliti. Studi dokumentasi berupaya untuk memahami persoalan yang

' Suharsimi Arikunto, Metode Research IT (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 236.
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diteliti secara komperehensif.?* Kemudian dari seluruh data yang terkumpul

di lakukan analisa secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang
diperoleh dalam kerangka-kerangka paparan yang sudah direncanakan
sebelumnya, sesuai dengan persyaratan dasar dalam rumusan masalah.

b. Editing, yaitu pengkajian ulang semua data yang telah diperoleh,
terutama dari segi kelengkapannya, keterbacaannya, kejelasan makna dan
kesesuaian antara satu dengan yang lain.

c. Penentuan hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil
pengorganisasian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih
mudah dibaca dan interpretasikan.”’ Untuk menganalisis data yang diperoleh
dari penelitian ini, dengan menggunakan Deskriptif Analitik,** yaitu dengan
cara menguraikan putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor
968/Pdt.G/2014/PA.Mr mulai dari alasan terjadinya gugatan hak asuh anak
hingga sampai pada dasar-dasar hukum yang digunakan dalam putusannya,
kemudian dilakukan analisis pada hal-hal tersebut.”

Teknik analisis yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu

berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik pada

Y Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, cet ke 2, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

2! Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.
> Menggambarkan percakapan yang diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok dan masing-
masing kelompok memiliki penjelasan untuk bahan perbandingan dengan kelompok lain.

» Suharsami Arikunto, Prosedur Penelitian; suatu pendekatan praktis(Jakarta: Rineka Cipta,
1993), 237.
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pengetahuan yang bersifat khusus dari suatu kejadian. Dan metode Analisi
Isi (Content Analysis) yaitu teknik penelitian yang memanfaatkan
seperangkat prosedur untuk menarik atau merumuskan kesimpulan umum
yang shahih dari sebuah teks/ dokumen yaitu dari putusan Pengadilan
Agama sendiri.**

Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan
sebelumnya, dianalisis dengan menghubungkan dan menafsirkan fakta-fakta
yang telah ditemukan terkait analisis gugatan hak asuh anak dengan verstek
mulai dari gugatan sampai dengan versteknya. Tentunya dalam melakukan
analisa ini peneliti membahasnya menurut rumusan masalah yang telah

ditentukan sehingga menjadi sistematis dan lebih terarahkan.

Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun menyajikan secara garis besar tentang hak asuh
anak meliputi pengertian hak asuh anak, syarat hak asuh anak, masa pengasuhan

anak, kuasa pengasuhan anak, serta kepentingan anak dan menyajikan secara

* Ibid, 237 lihat juga Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 287-288.
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garis besar tentang Verstek meliputi pengertian dari Verstek atau putusan yang
bersifat Verstek itu sendiri, syarat Verstek, tujuan Verstek, tata cara berperkara
dalam masalah Verstek dan bentuk putusan Verstek.

Bab ketiga, berisi gambaran tetang Pengadilan Agama Mojokerto serata
gambaran tentang putusan Pengadilan Agama Mojokerto tentang hak asuh anak
dengan Verstek. Dan juga berisi tentang dasar hukum putusan Pengadilan Agama
Mojokerto nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak dengan
Verstek serta implikasi putusan Pengadilan Agama Mojokerto tentang hak asuh
anak dan Verstek.

Bab empat, berisi tentang penyajian hasil penelitian beserta analisisnya.
Pada bab ini terdiri atas dua sub bab sesuai rumusan masalah yang telah
ditentukan yaitu tentang bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Mojokerto dalam memutus perkara nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang
gugatan hak asuh anak dengan versfek, dan tentang bagaimana analisis yuridis
terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr
tentang gugatan hak asuh anak dengan verstek.

Bab kelima, penyusun sampaikan penutup yang berisi kesimpulan-
kesimpulan dan saran-saran yang didapat dari hasil penelitian setelah melalui
berbagai pertimbangan yang penyusun rasa perlu untuk di amati. Dan yang

terakhir adalah daftar pustaka.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK DAN VERSTEK

A. Tinjauan Umum Tentang Hadanah

1. Pengertian Hadanah

Hadanah berasal dari kata ((+25d1) seperti kata yae) G 83350 Dlasd)

artinya hadanah diambil dari kata al-hidhan, hal ini diungkapkan dalam bentuk

Ao 0. 36

Lo ﬁ\jd\ >y yang artinya burung itu menghimpit dibawahnya, begitu pula

dengan perempuan (ibu) yang menghimpit anaknya.'

Hadhnu adalah bentuk mashdar dari kata hadanah, misalnya ‘hadanas
shabiyya’ (dia mengasuh/ memelihara bayi), juga diartikan bagian badan dari
bagian bawah ketiak hingga punggung di atas pangkal paha.” Hadanah diartikan
pula ‘berhimpun’, ‘tinggal’ atau ‘memelihara’.’

Hadanah menurut Ahmad Yunus dalam kamus Arab Indonesia “hadana —
yahdinu hadnan’, yang artinya mengasuh anak, memeluk anak.* Selain itu juga
bermakna mendekap, memeluk, mengasuh dan merawat.’

Al-Hamdani mendefinisikan hadanah adalah pemeliharaan anak laki-laki

atau perempuan yang masih kecil atau anak dengu yang tidak dapat membedakan

! Sayyid Sabiq, Figh Sunnah Juz VIII, (Bandung: PT Ma’arif, 1980), 228

2 Abu Bakar Muhammad, 7 erjemah Subulus Salam I1I, cet. 1, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 819.

* Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Figh Wanita, (Semarang: Asy-Syifa’, 1993), 450.

* Ahmad Yunus, Kamus Arab — Indonesia, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), 105.

> Ahmad Warson, Kamus Arab — Indonesia Al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),
295.
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sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan si anak,
melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidiknya jasmani
dan rohani serta akalnya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi
persoalan hidup yang akan dihadapi.®

Hadanah secara etimologi adalah a/ janbu berarti erat atau dekat sebab
hadanah hakikatnya suatu usaha menghimpun anak-anak yang masih kecil agar
menjadi dekat dan erat.” Adapun secara terminologis adalah memelihara anak-
anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau menjaga
kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari
segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya.®

Hadanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk
atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusui anaknya meletakkan anak itu di
pangkuannya, sehingga “hadanah” dijadikan istilah yang maksudnya:
“pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri
sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.”

Para ahli figh mendefinisikan Aadanah adalah melakukan pemeliharaan
anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah
besar, tetapi belum mumayyiz, tanpa perintah dari keluarganya, menyediakan

sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan

® Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 260.
" Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV Pustaka setia, 2000), 224.

* Tbid, 224.

® Abdul rahman Al Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), 175.



23

merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri
menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.'°

Hadanah berbeda maksud dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam hadanah
terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung
pengertian pemeliharan jasmani dan rohani, terkandung pula pengertian
pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan
mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan
profesional, sedangkan hadanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si
anak, kecuali jika anak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional, dilakukan
oleh setiap ibu serta anggota kerabat yang lain. Hadanah merupakan hak dari
hadin, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik."'

Dengan demikian, mengasuh artinya memelihara dan mendidik.
Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum mumayyiz
atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai
menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya.'?

Menurut hukum Islam Aadanah (memelihara anak/ mengasuh anak) adalah
wajib dan merupakan hak anak agar anak menjadi manusia yang beragama untuk
kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah

at-Tahrim ayat 6 menyatakan:

' Sayyid Sabiq, Figh Sunnah..., 173.
' Abdul rahman Al Ghazaly, Figh Munakahat.., 176.
"2 Slamet abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan
batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.'®

Yang dimaksud tentang memelihara keluarga dalam kalimat diatas adalah

mengasuh, memelihara serta mendidik mereka sehingga berguna bagi agama,

bangsa, dan negara. Dalam hal kepentingan anak juga tidak terlepas dari

kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya. Hal ini dipertegas dengan hadits

Nabi:

o 5 o 48 1 s wle b o o 06 ¢ J6 b d (o 6 T (2
2 5 e Rangdl 48 sl JaaS wledad 51 cwiat 3 sz 4136 cajladl

()\7':.,‘\ é\j)) /;\./9:\5-

Artinya: Dari Abi Hurairah ra. Nabi SAW bersabda: tiap-tiap anak
dilahirkan menurut fitrahnya (bersih suci) maka ibu bapaknya yang
menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, sama halnya dengan seeckor
hewan ternak maka ia akan melahirkan ternak pula tiada kamu lihat
kekurangannya. (HR. Bukhari)."*

2. Syarat Hadanah

Seorang ibu yang mengasuh anaknya yang masih kecil harus memiliki

persyaratan yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-

syarat tertentu. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah kebolehan

menyelenggarakan hadanalmya.

Syarat-syarat tersebut antara lain adalah:'

B Departemen Agama RI, A/-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro,

2005), 560.

4 Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), 1270.
15 Slamet abidin dan Aminuddin, et al., Figh Munakahat..., 175-181.
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Berakal sehat. Bagi orang yang kurang sehat akalnya atau gila, tidak
boleh menangani hadanah. Karena mereka tidak dapat mengurusi orang
lain. Seseorang yang tidak memiliki apa-apa tentu ia tidak dapat memberi
sesuatu pun kepada orang lain.

Dewasa. Hal ini karena anak kecil sekalipun mumayyiz, tetap
membutuhkan orang lain yang mengurusinya dan mengasuhnya. Karena
itu, dia tidak boleh menangani urusan orang lain.

Mampu mendidik. Karena itu, tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang
buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya
untuk mengurus anak kecil, sudah berusia lanjut yang bahkan ia sendiri
perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga
merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal
bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah
kepada anak-anak sekalipun kerabat anak itu sendiri, sehingga akibat
kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara
sempurna dan menciptakan suasana yang kurang baik.

Amanah dan berbudi. Sebab orang yang curang tidak dapat dipercaya
untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan bila
nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang
yang curang ini.

Islam. Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan
muslim, sebab hadanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah

tidak membolehkan seorang mukmin di bawah perwalian orang kafir.



26

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 141:
D015 4858 (85 31 156 41 53 7 (ST 08 0B 485 05l Gl
PN ¢S5 B (Bl (5 @Sl (SOUE 3 gmeald (T 10 Ll 2SI
Sres i ddd) o o BSU A o 5 4oLl 53
Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa)
yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika
terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah
Kami (turut berperang) beserta kamu?" dan jika orang-orang kafir
mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah
Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang
mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di

hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada
orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”'®

Dan juga ditakutkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu akan
dibesarkan dengan agama pengasuhnya dan dididik dengan tradisi
agamanya ini. Hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak tersebut.

Golongan Hanafi, Ibnu Qasim, Maliki serta Abu Saur berpendapat bahwa
hadanah tetap dapat dilakukan oleh pengasuh orang kafir, sekalipun si
anak kecil itu muslim sebab hadanah tidak lebih dari menyusui dan
melayani anak kecil. Golongan Hanafi meskipun menganggap bahwa
orang kafir boleh menangani hadanah, tetapi mereka juga menetapkan
syarat-syaratnya, yaitu bukan kafir murtad. Hal ini karena orang kafir
murtad menurut golongan Hanafi berhak dipenjarakan sampai ia mau
bertaubat dan kembali kepada Islam, atau mati di dalam penjara. Karena
itu ia tidak boleh diberi kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Tetapi

kalau ia sudah bertaubat kembali kepada Islam, maka kembali juga hak

' Departemen Agama RI, A/-Hikmah Al-Qur’an..., 101.
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hadanalnya. Begitu juga hak hadanah yang gugur karena sebab, apabila
sebabnya hilang maka kembali juga hak hadanalnya tersebut.

f. Ibunya belum menikah lagi. Jika si ibu telah menikah lagi dengan laki-laki
lain, maka hak hadanahnya hilang. Hukum ini berkenaan dengan si ibu
tersebut apabila ia menikah lagi dengan laki-laki lain tetapi kalau
menikah dengan laki-laki yang masih memiliki hubungan kerabat dengan
anak tersebut, seperti paman dari ayahnya, maka hak Aadanainya tidak
hilang. Sebab paman itu masih berhak dalam masalah Aadanah, juga
karena hubungan dan kekerabatannya dengan anak kecil tersebut,
sehingga suaminya yang kedua ini akan bersikap mengasihi dan
memperhatikan haknya, maka akan terjadilah kerjasama yang sempurna
dalam menjaga si anak kecil itu, antara si ibu dan suami yang baru ini.

] 014»\35.» g &IG E, 13?&@:&3&;&\&;)@,&&&\ NV

&1 3y ol 841 13 ;\ 4 e 3 ;L&&d&xj e 54 s O810s

AEPWE m\dl..p A ”/ng‘_)w,wa.@eg

(FSo a5 3915 iy de 0lg))
Artinya: "Dari abdullah bin amr, bahwasanya seorang perempuan
berkata: ya rasulullah, sesungguhnya anak saya (ini) perut saya
mengandungnya, tetek saya menyusuinya, dan pangkuan saya tempat
berlindungnya; tetapi bapaknya telah menceraikan saya dan
mengambil dia dari saya. Maka rasulullah bersabda: “engkau lebih
berhak padanya selama engkau belum kawin”. (diriwayatkan oleh
ahmad dan abu daud dan dinilai shahih oleh hakim)"'’
Berbeda kalau suami yang baru ini adalah orang lain, maka ia tidak bisa

mengasihinya dan tidak dapat memperhatikan kepentingannya dengan

baik. Oleh karena itu, dikhawatirkan nanti dapat mengakibatkan suasana

7 Abu Daud, Sunan Abi Daud juz II, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1996), 257.
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tanpa kasih sayang, sehingga tidak mampu menciptakan keadaan yang
dapat menumbuhkan bakat dan pembawaan anak dengan baik.

Merdeka. Sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-
urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk
mengasuh anak kecil.

Hadinah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika hadinah
membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.'®

Hak asuh anak itu bisa dicabut sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1)

2)

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap
seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang
tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung
yang telah dewasa ataupun pejabat yang berwenang, dengan keputusan
pengadilan dalam hal ini:

a. latelah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali;

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

3. Masa Hadanah

Tidak terdapat ayat-ayat al-Quran maupun hadist yang menerangkan

dengan tegas tentang masa /hadanah, hanya terdapat isyarat-isyarat yang

menerangkan ayat tersebut. Karena itu para ulama berjjtihad sendiri-sendiri

'8 Abdul rahman Al Ghazaly, Figh Munakahat.., 182.
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dalam menetapkannya dengan berpedoman dengan isyarat-isyarat itu. Seperti
menurut mazhab Hanafi: hadanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak
lagi memerlukan penjagaan dan dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti
makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya.
Sedangkan masa hadanah wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah
datang masa haid pertamanya."’

Hanya saja ukuran yang dipakai adalah tamyiz dan kemampuan untuk
mengurus dirinya sendiri. Jika si anak kecil itu dapat membedakan sesuatu yang
baik dan yang tidak baik, tidak membutuhkan pelayanan lagi, dan dapat
memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri maka hadanainya telah habis. Dalam
mazhab Hanafi dan lain-lain berfatwa, “masa hadanah berakhir bilamana si anak
telah mencapai umur 7 tahun kalau laki-laki, dan 9 tahun kalau perempuan.
Mereka menganggap bagi perempuan lebih lama, sebab agar dia dapat menirukan
kebiasaan-kebiasaan kewanitaannya dari perempuan (ibu) yang mengasuhnya.*

Para ahli figih berbeda pendapat tentang batas umur bagi anak kecil laki-
laki tidak memerlukan hadanah. Sebagian mereka menetapkan 7 tahun, sebagian
lagi 9 tahun, dan yang lain lagi adalah 11 tahun. Kementrian kehakiman
berpendapat bahwa kemaslahatanlah yang harus dijadikan pertimbangan bagi
Hakim untuk secara bebas menetapkan kepentingan anak laki-laki kecil sampai
11 tahun. Jika Hakim menganggap merupakan kemaslahatan bagi anak-anak ini
tetap tinggal dalam asuhan seorang wanita, maka ia boleh memutuskan demikian

sampai umur 9 tahun bagi laki-laki, dan 11 tahun bagi perempuan. Akan tetapi

" Ibid, 185.
20 Slamet abidin dan Aminuddin, et al., Figh Munakahat..., 183.
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jika Hakim menganggap bahwa kemaslahatan anak ini menghendaki yang lain,
maka ia dapat memutuskan untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada selain
perempuan.”’

Pada umumnya para fugaha sepakat usia pengasuhan anak, dibatasi
sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz. Mereka membatasi usia
mumayyiz 7 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan.
Tolok ukurnya adalah jika anak dalam pengasuhan tersebut sudah bisa makan,
minum, dan beristinja " sendiri (bersuci).”

Adapun lamanya masa mengasuh, ada beberapa pendapat, yang
dikemukakan oleh beberapa imam mazhab:*

a. Imam Syafi’i dan Ishak mengatakan bahwa lama mengasuh adalah sampai
7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun.

b. Ulama-ulama Hanafiah dan ats-Tsauri mengatakan bahwa ibu lebih
berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia pandai makan sendiri, dan
berpakaian sendiri, sedang anak perempuan sampai ia haid. Sesudah itu
baru bapaknya yang berhak dengan keduanya.

c. Imam Malik mengatakan bahwa, ibu berhak mengasuh anak laki-laki
sampai ia baligh.

4. Kuasa Hadanah
Persoalan hadanah ini berlaku, ketika terjadi perceraian antara suami dan

istri, artinya apabila ikatan perkawinan itu masih berlangsung, maka kewajiban

2! Abdul rahman Al Ghazaly, Figh Munakahat.., 186.

22 Tagiyudin al-Husaini, Kifayah al-akhyar juz II, (Surabaya, Syirkah Nur al-Iimiyyah, tt), 151-
152.

2 Slamet abidin dan Aminuddin, et al., Figh Munakahat..., 184.
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menjadi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Ayah berkewajiban
mencukupi kebutuhan materiil dan ibu memelihara kesejahteraan jasmani,
rohani, dan pendidikan agama anaknya.**

Perceraian antara suami istri menjadi penyebab sengketa pemeliharaan
anak, tidak sedikit kasus perceraian menyebabkan perseteruan yang sangat serius
antara suami istri pasca perceraian dengan berbagai alasan yang dibuat oleh
suami atau istri yang menggunakan segala cara untuk memperoleh hak asuh
kendatipun anak sangat dirugikan.”

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan
bahwa akibat perceraian membawa konsekuensi sebagai berikut sebagaimana
diatur dalam pasal 41:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*®

(1) Baik ibu atau bapak akan tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi
keputusannya.

(2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

# Reuben Levi, The social Structure of Islam “Ahli Bahasa Yayasan Obor Indonesia Cet. 1, jilid
1I’, (Jakarta: YOI, 1989), 6.

%5 Sirajuddin Sailellah, “ Sudut Pandang pengadilan terhadap Putusan Hak Asuh Anak”, Mimbar
Hukum dan Peradilan, No. 70 (Januari, 2010), 180-181.

% Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta:
Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 33.
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(3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas
istri.

Secara normatif telah diatur tentang penyelesaian sengketa pengasuhan
anak di antaranya dalam ketentuan Pasal 105-106 KHI sebagai berikut:*’
Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

(1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya.

(2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih  diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya.

(3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya
yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan
memindahkan atau penggadaikannya kecuali karena keperluan yang
mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau
suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.

(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena

kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

7 Departemen Agama RI, Amademen UU peradilan Agama UU RI No. 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:
Media Centre, tt), 150.
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Mencermati ketentuan Pasal 105 Ayat (1) pada dasarnya hak ibu lebih
dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, namun dalam
kenyataan tercatat berbagai kasus tidak demikian halnya, ketentuan tersebut
disimpangi demi kepentingan dan masa depan anak, diantaranya karena faktor
perkembangan mental anak. Penyimpangan itupun dapat dibenarkan sebab dapat
dipahami secara a contrario (mathum mukhalatah) ketentuan pasal 26 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2002 sebagai berikut:*®

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan

minatnya; dan

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau
karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung
jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ulama figh berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak
hadanah tersebut, apakah hak Aadanah ini milik wanita (ibu atau yang
mewakilinya) atau hak anak yang diasuh tersebut.

Ulama madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa mengasuh,

merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh (ibu atau yang

*% Sirajuddin Sailellah, “ Sudut Pandang pengadilan terhadap Putusan Hak Asuh Anak”, 182.
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mewakilinya). Dengan alasan bahwa jika pengasuh ini menggugurkan haknya,
sekalipun tanpa imbalan boleh ia lakukan dan hak itu gugur. Akan tetapi jika
hadanah ini hak anak, maka menurut mereka, hak itu dapat digugurkan.”

Sedangkan menurut Jumhur Ulama hadanah itu menjadi hak bersama,
antara kedua orang tua dan anak. Menurut Wahbah az-Zuhaili (guru besar figh
islam di Universitas Damascus, Suriah) hak Aadanah itu berserikat antara ibu,
ayah dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang
diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh.’

Akibat hukum dari perbedaan pendapat para Ulama tentang hak hadanah
adalah sebagai berikut:*'

a. Apabila kedua ibu bapak enggan untuk mengasuh anaknya, maka mereka
bisa dipaksa, selama tidak ada yang mewakili mereka mengasuh anak
tersebut.

b. Apabila ada wanita lain yang berhak mengasuh anak tersebut, seperti
nenek dan bibinya, maka ibu tidak boleh dipaksa, karena seseorang tidak
boleh dipaksa untuk menggunakan haknya.

c. Menurut Imam Hanafi, apabila istri menuntut k4u/u’ terhadap suaminya
dengan syarat anak dipelihara oleh suaminya, maka khu/unya sah tapi
syaratnya batal, karena pengasuhan anak merupakan hak ibu. Akan tetapi
Jumhur Ulama tidak sependapat dengan Madzhab Hanafi, karena menurut

mereka hak pengasuhan adalah hak berserikat yang tidak bisa digugurkan.

» Al-Kasani, Badai al-Shanai, (Mesir: Maktabah Al-Ilmiyah, 1996), 234.

3% Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Presfektif Hukum Islam, (Jakarta:
Prenada Media Group, 2008), 117.

*! Tbid, 117-118.
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Apabila terjadi perpisahan antara suami istri tersebut, maka boleh saja
anak berada di bawah asuhan ibu, tetapi biaya pengasuhan harus
ditanggung ayahnya.

d. Ulama figh juga sepakat mengatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil
anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara’ yang
membolehkannya, seperti ibu itu gila atau dipenjara.

5. Kepentingan Anak

Hak asuh anak harus menjamin kepentingan terbaik anak, sebaiknya hak
asuh anak diberikan kepada ibunya bila anak belum dewasa dan belum baligh.
Karena ibu secara fitrahnya lebih bisa mengatur anak dan lebih fe/aten mengasuh
anak. Namun demikian, hak asuh anak tersebut juga tidak tertutup kemungkinan
diberikan kepada sang ayah kalau ibu tersebut memiliki kelakuan yang tidak
baik, serta diangap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu terutama dalam
mendidik anaknya, yang diutamakan itu adalah untuk kebaikan si anak.

Cakap atau tidaknya ayah atau ibu untuk mendapatkan hak asuh anak,
masih sering menjadi perdebatan di pengadilan karena belum ada standar yang
pasti mengenai kecakapan tersebut. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia
Umar Shihab berpendapat bahwa hak asuh anak yang masih menyusui di bawah
dua tahun sebaiknya diberikan kepada ibu. Sedangkan jika lebih dari dua tahun,

maka hak asuh diputuskan oleh pihak pengadilan. 32

> Hak asuh anak harus  menjamin  kepentingan  terbaik  anak,  dalam
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15647/hak-asuh-anak-harus-menjamin-kepentingan-
terbaik-anak-, diakses pada 23 Mei 2015


http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15647/hak-asuh-anak-harus-menjamin-kepentingan-terbaik-anak-
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15647/hak-asuh-anak-harus-menjamin-kepentingan-terbaik-anak-
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Ibu adalah yang paling berhak menggenggam hak asuh anak dibandingkan
pihak-pihak lainnya. Al Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah mengatakan, jika
suami istri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak (yang
masih kecil atau anak cacat), maka ibunyalah yang paling berhak menerima hak
asuh anak dari pada orang lain. Diutamakan ibu dalam mengasuh anak, lantaran
ia orang yang terlihat sayang dan paling dekat dengannya.

Pengaruh hasil penelitian psikologi menjadi acuan bagi lembaga yang
ingin meyelesaikan sengketa hak asuh dengan memberikan kewenangan yang
lebih besar pada pihak ibu. Munculnya doktrin tender years”, menganggap
sebagai pihak ibu yang lebih berperan jika anak masih dibawah umur menjadi
pegangan semakin besarnya hak asuh bagi pihak ibu jika terjadi perceraian. Bayi
yang berada dalam tahun-tahun yang membutuhkan kelembutan secara umum
akan tinggal dengan ibunya, selama tidak ada keberatan terhadap si ibu, bahkan
meskipun si ayah tidak bersalah, karena ketidakmampuan ayah untuk
memberikan kelembutan secara alamiah dibutuhkan bayi, yang hanya diberikan
oleh ibunya, dan aturan ini akan berlaku lebih keras di dalam kasus anak-anak

perempuan dengan umur yang lebih lanjut.

. Tinjauan Umum Tentang Verstek
1. Pengertian Verstek
Putusan Verstek atau in absentia adalah putusan tidak hadirnya tergugat

dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah

33 Masa anak-anak dalam tahun rentan.
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hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya
untuk menghadiri dalam persidangan.™

Dalam penulisan ada yang mempergunakan istilah “hukum acara tanpa
hadir”. Sedangkan Soepomo menyebut “acara luar hadir”. Mengenai pengertian
Verstek, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan
atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim
menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan
dengan itu, persoalan Verstek tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 124
HIR (pasal 77 Rv) dan pasal 125 ayat (1) HIR (pasal 73 Rv). Pasal 124 HIR,
pasal 77 Rv, mengatur Verstek kepada penggugat.®

Memperhatikan penjelasan di atas, pengertian verstek ialah pemberian
wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun
penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang
ditentukan. Dengan demikian putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan
atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir.

Setiap fakta atau peristiwa dalam dalil yang dikemukakan oleh para
pihak, terutama mengenai pokok perselisihan, perlu dibuktikan oleh para pihak

yang bersengketa. Masalah ini ada pengecualian, kadang ada fakta atau peristiwa

* Dwi ayu Astrini, Dasar Hukum Putusan Verstek dan Isi Putusan Hakim, dalam
http://dwiayulaw011.blogspot.com/2013/03/dasar-hukum-putusan- verstek-dan-isi.html,  diakses
pada 18 Mei 2015.
*> Hukum Acara Perdata Putusan Gugur, Putusan Verstek, Dan Putusan Perdamaian, dalam
http://rofikangkung.blogspot.com/2012/1 1/hukum-acara-perdata-putusan-gugur.html, diakses
pada 18 Mei 2015.


https://plus.google.com/101291617977407087463
http://dwiayulaw011.blogspot.com/2013/03/dasar-hukum-putusan-verstek-dan-isi.html
http://rofikangkung.blogspot.com/2012/11/hukum-acara-perdata-putusan-gugur.html
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tertentu dalam suatu sengketa, tidak memerlukan pembuktian. Hal-hal tertentu
yang tidak memerlukan pembuktian menurut beberapa sarjana adalah:*®
a. Dalam hal dijatuhkan Verstek.
b. Dalam hal Tergugat mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat.
c. Tidak ada penyangkalan terhadap dalil-dalil pihak lawan.
d. Dalam hal oleh salah satu pihak dilakukan sumpah decissoir atau sumpah
pemutus.
e. Hakim karena jabatannya dianggap telah mengetahui fakta-faktanya.
f.  Yang diketahui Hakim dalam sidang.
2. Syarat Verstek
Putusan Verstek terjadi karena tergugat tidak datang menghadap di
persidangan. Hakim meneliti dalil-dalil gugatan penggugat dan kemudian ia
memutuskan mengabulkan gugatan pihak penggugat tanpa mewajibkan si
penggugat mengajukan alat bukti. Jadi jika tergugat tidak hadir di persidangan,
maka pihak yang tidak hadir tersebut dianggap tidak membantah dalih lawan.*’
Pokok pikiran yang menjadi dasar pengaturan tersebut ialah dalam proses
perdata perlindungan kepentingan orang sepenuhnya diserahkan individu masing-
masing. Jika dalam suatu proses orang tersebut tidak memenuhi panggilan
pengadilan untuk membela kepentingannya, maka ia dianggap tidak mampu atau

tidak mau membantah dalil-dalil gugatan dari lawannya akan tetapi apabila

3% Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi,
(Bandung: Mandar Maju, 2005), 4.
7 Ibid, 4-5.
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menurut pendapat Hakim tuntutan penggugat itu melawan hukum atau tidak
berdasar, maka wajib bagi Hakim untuk menolak.”®

Dengan demikian putusan Verstek, tidak selalu mengabulkan gugatan
Penggugat. Ketentuan yang mengatur Verstek terdapat dalam Pasal 125 HIR/
145 RBg, yang berbunyi:

(1) Jikalau tergugat, walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap pada
hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap
selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir,
kecuali jika nyata-nyata oleh pengadilan, bahwa gugatan itu melawan hak
atau tidak beralasan.

(2) Akan tetapi jika si tergugat dalam surat jawabannya yang tersebut dalam
pasal 121 mengajukan perlawanan (tangkisan) bahwa pengadilan tidak
berhak menerima perkara itu, hendaknya pengadilan walapun si tergugat
sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah didengar si penggugat,
mengadili perlawanannya dan hanya kalau perlawanan itu ditolak, maka
keputusan dijatuhkan mengenai pokok perkara.

Pasal 125 ayat (1) HIR/ 145 ayat (1) RBg menentukan, bahwa untuk
putusan Verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat
sebagai berikut:

(1) Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang

yang telah ditentukan.

3 Ibid, 5.
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(2) Ia atau mereka tidak mengirim wakil/ kuasanya yang sah untuk
menghadap.

(3) Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut.

(4) Petitum tidak melawan hak.

(5) Petitum beralasan.

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu persatu diperiksa dengan
seksama, baru apabila benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan
Verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2, dan 3
dipenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan
maka meskipun perkara diputus dengan Verstek, gugatan ditolak. Apabila syarat
1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan,
misalnya gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang
menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari
pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dari hal tersebut di atas nyata benar, bahwa putusan Verstek tidak secara
otomatis akan menguntungkan bagi penggugat. Pasal 125 ayat (2) HIR/ 145 ayat
(1) RBg, menentukan Hakim harus memeriksa tentang eksepsi” terlebih dahulu,
meskipun pihak tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya/
kuasanya tetapi mengirimkan surat jawaban yang memuat eksepsi baik eksepsi
mengenai kewenangan absolut (mutlak) atau nisbi (relatif).*® Apabila eksepsi

tersebut ditolak, baru hakim memeriksa syarat-syarat untuk menjatuhkan

3% Pengecualian, tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan (gugatan),
tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yg diajukan oleh penggugat karena
tidak memenuhi persyaratan hukum.

* Harj Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata..., 7.
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putusan Verstek seperti yang di tentukan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/ 145 ayat
(1) RBg.
3. Tujuan Verstek

Maksud utama sistem Verstek dalam hukum acara adalah untuk
mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan
penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya
undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara,
mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan
tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap
kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud
untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
4. Tata Cara Berperkara Verstek

Tata cara berperkara di Pengadilan Agama dalam masalah Verstek adalah
sebagai berikut:

a. Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 RBg menentukan bahwa gugatan dapat
dikabulkan dengan Verstek jika:
1) Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama
yang telah ditentukan.
2) Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirim wakil/kuasanya
yang sah untuk menghadap.
3) Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut.

4) Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.
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b. Dalam hal tergugat tidak hadir pada panggilan sidang pertama dan tidak
mengirim kuasanya, tetapi ia mengajukan jawaban tertulis berupa
tangkisan tentang pengadilan agama/mahkamah syar’iyah tidak
berwenang mengadili.

c. Dalam hal perkara perceraian yang tergugatnya tidak diketahui tempat
tinggalnya di Indonesia harus mencantumkan alamat yang terakhir
dengan menambah kata-kata: “sekarang tidak diketahui alamatnya di
Republik Indonesia.

d. Teknik pemanggilan untuk kasus pada huruf ¢ dilaksanakan dengan cara:

1) Menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan
mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass
media lain yang ditetapakan oleh pengadilan.

2) Pengumuman melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media
lain yang ditetapkan oleh pengadilan, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali
dengan tenggang waktu I(satu) bulan antara pengumuman pertama
dan kedua.

3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan
ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan (Pasal 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

4) Baik panggilan pertama maupun panggilan kedua tetap menunjuk
hari dan tanggal persidangan yang sama.

5) Ketua pengadilan agama/mahkamah syar’iyah secara periodik

menetapkan mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.



43

e. Jika ada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir dan
memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka persidangan ditunda dan
tergugat dipanggil lagi sesuai ketentuan Pasal 390 HIR/18 RBg.

5. Bentuk Putusan Verstek
Mengenai bentuk putusan Verstek yang dapat dijatuhkan, diatur dalam
pasal 125 ayat (1) HIR, pasal 149 RBG, dan pasal 78 Rv. Pasal 125 ayat (1)
berbunyi:
“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula
menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan
patut maka gugatan itu di terima dengan tidak hadir (Verstek), kecuali kalau
nyata kepada PN bahwa pendakwa itu melawan hak atau tidak beralasan.”
Memperhatikan kalimat terakhir pasal di atas, bentuk putusan Verstek
yang dijatuhkan pengadilan terdiri dari:

a. Mengabulkan Gugatan Penggugat

Bentuk putusan Verstek yang pertama, mengabulkan gugatan
penggugat. Apabila hakim hendak menerapkan acara Verstek, pada
prinsipnya, putusan yang harus dijatuhkan mengabulkan gugatan
penggugat. Bertitik tolak dari prinsip tersebut, tanggung jawab hakim
dalam penerapan acara Verstek adalah berat. Tanpa melalui proses
pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat
pada sengketa, hakim mengabulkan gugatan, semata-mata berdasarkan
surat gugatan yang diajukan penggugat. Berarti putusan diambil tanpa

perlawan dan bantahan dari pihak tergugat.
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Sejauh mana jangkauan pengabulan yang dapat dituangkan dalam
putusan Verstek, terdapat perbedaan pendapat.
1) Mengabulkan seluruh gugatan.
2) Boleh mengabulkan sebagian saja.
Menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima
Kalimat terakhir pasal 125 ayat (1) HIR menegaskan: kecuali
nyata kepada pengadilan negeri, gugatan melawan hukum atau tidak
beralasan. Memperhatikan ketentuan di atas hakim harus menyatakan
gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan:
1) Melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan .
2) Tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum
Menolak Gugatan Penggugat
Malahan bukan hanya terbatas pada bentuk putusan yang
menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tetapi dapat juga berbentuk
menolak gugatan penggugat. Jika menurut pertimbangan hakim, gugatan
yang diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal
pembuktian, hakim dapat menjatuhkan putusan Verstek yang memuat
diktum: Menolak gugatan penggugat. sekiranya penggugat keberatan
terhadap putusan itu, ia dapat mengajukan banding berdasarkan pasal 8

ayat (1) undang-undang no 20 tahun 1947.



BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

NOMOR: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mojokerto

1.

Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto sudah ada sejak tahun 1882 yaitu
berdasarkan Stablat 1882 nomor 152 dimana waktu itu namanya
Kepenghuluan yang waktu itu masih menjadi satu dengan Residen/Bupati
dan menempati salah satu ruangan di Pendopo Kabupaten yang bernama
ruang pusaka. Dan yang menjadi Ketua/Kepala Penghulu waktu itu adalah
K.H. zulkifli hal ini berlangsung hingga tahun 1892 dan tahun 1892
Ketuanya di Jabat oleh kiyai Abdullah hingga masa penjajahan.

Pengadilan Agama Mojokerto saat itu masih tetap berada di
Lingkungan Pendopo kabupaten Mojokerto dan pada tahun 1916 Ketua
Pengadilan Agama Mojokerto di jabat oleh Kiyai Abu Bakar sampai dengan
tahun 1932, tahun 1933 terjadi lagi pergantian Ketua dari Kiyai Abu Bakar
kepada HM. Sulaiman. Kemudian tahun 1942 (jaman Jepang) lokasi/Kantor
Kepenghuluan/Pengadilan Agama pindah dari ruang pusaka pendopo
Kabupaten Mojokerto ke Serambi Sebelah Utara Masjid Jami’ Al-Fatah
Mojokerto. Di tempat ini Pengadilan Agama tetap melaksanakan tugasnya

hingga sampai masa kemerdekaan.
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Pada masa kemerdekaan Pengadilan Agama Mojokerto tetap
menempati Serambi masjid jami’ Al-Fatah dan ketuanya waktu itu di jabat
oleh Kapten Syua’aib Said menggantikan HM. Sulaiman antara tahun 1947
sampai tahun 1950 hal ini terus berlangsung hingga tahun 1971. Selama
masa itu telah terjadi pergantian Ketua yaitu dari kapten Syua’aib Said
kemudian K.H.M Hasyim (tahun 1950-1963), KH. Machfudz Anwar (tahun
1967-1980). Pada tahun 1971 Pengadilan Agama Mojokerto pindah tempat
dari Serambi masjid Jami’ Al-Fatah ke Desa Sooko yaitu
menempati/menjadi satu dengan Kantor Perwakilan Agama Kabupaten
Mojokerto, menempati salah satu ruangan di Kantor Perwakilan Departeman
Agama tersebut sampai dengan tahun 1974.

Pada tahun pertengahan 1974 pengadilan Agama Mojokerto pindah
ruangan dari salah satu ruangan Departemen Agama pindah ke Aula
Departemen Agama namun masih dalam satu atap, di Aula ini Pengadilan
Agama Mojokerto melaksanakan sidang-sidangnya hingga tahun 1979. Pada
tahun 1979 Pengadilan Agama Mojokerto menempati Rumah Dinas
pemberian (hibah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang
lokasinya masih satu komplek dengan Departemen Agama (rumah dinas
dijadikan sebagai kantor) baru tahun 1980 Pengadilan Agama mendapat
proyek untuk balai Sidang Pengadilan Agama Mojokerto yang lokasinya
dekat (didepannya) rumah dinas yang sedang ditempati sebagai kantor saat

itu yang selanjutnya antara rumah dinas pemberian Pemerintah Daerah



47

tersebut dengan Balai Sidang digabung (disambung) menjadi satu atap
hingga sekarang.

Sampai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati kantor yang lokasinya
terletak di Jalan R.A. Basuni No. 21 Mojokerto lokasinya sama satu komplek
dengan departemen Agama Kabupaten Mojokerto. Pengadilan Agama tetap
menempati kantor yang terdiri dari Balai Sidang dan Rumah Dinas
sebagaimana yang telah diuraikan diatas tadi hingga sekarang ini. Kemudian
pada tahun 1985 Pengadulan Agama Mojokerto telah mendapatkan tanah
pemberian dari Pemerintah daerah Kotamadya Mojokerto seluas kurang
lebih 2000 M? terletak dijalan Raya Prajurit Kulon No. 17 Kecamatan
Prajuritkulon Kotamadya Mojokerto dan sebagaimana diantaranya telah
dibangun Rumah dinas Pengadilan Agama Mojokerto, kemudian tahun 1999
dan tahun 2000 dibangun kantor Pengadilan Agama Mojokerto dan sejak
tanggal 01 Maret 2001 Pengadilan Agama Mojokerto telah menempati
kantor baru tersebut.

Kemudian pada tahun 2007 dengan berdasarkan surat Keputusan
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 25/S-Kep/BUA-
PL/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 Gedung Pengadilan Agama Mojokerto
dihapus karena gedung Pengadilan Agama Mojokerto dianggap sudah tidak
layak lagi sebagai gedung Pengadilan yang berwibawa dan kemudian
dibangun gedung baru Pengadilan Agama Mojokerto Tahap I dengan dana

DIPA Nomor : 0199.0/005-01.0/XV/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan
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alokasi dananya sebesar Rp 1.524.000.000,- lalu dilanjutkan
pembangunannya pada tahap II pada tahun anggaran 2008 dengan dana
DIPA Nomor : 0199.0/005.01.0/XV/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan
alokasi dananya sebesar Rp 1.120.000.000,-.
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto
Visi Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2012 tetap mengacu pada
visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan
Kehakiman di Negara Indonesia : “ Mewwjudkan supremasi hukum yang
bersih, berwibawa dan berkeadilan demi terwujudnya Badan Peradilan

Indonesia Yang Agung*

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang
modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum
dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto

menetapkan misi-misi sebagai berikut :

a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan
serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur
tangan pihak lain.

c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan masyarakat.

d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.

e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat

serta dihormati.
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f. Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri tidak memihak dan
transparan.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru
Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan
untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga
peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai

2010 sampai dengan 2034. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area:

Area organisasi dan kepeminpinan.

®

b. Area kebijakan.

c. Area proses berperkara.

d. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.
e. Area kepuasan pencari keadilan.

f. Area keterjangkuan.

g. Area kepercayaan publik.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto

Ketua : Hj. Musri., S.H., M.H.
Wakil Ketua : Drs. H. Wachid Ridwan., M.H.
Hakim : Drs. Muqgoddar, S.H.

Drs. H. Abd. Rasyid A., M.H.
Drs. Zainal Aripin, SH., M.Hum.
Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., MH.
Drs. Chairul Anwar, M.H.

Drs. Ah. Fudloli., M.H.



Drs. Asfa’at Bisri

Drs. H. Moh. Fadli, S.H., M. A.
Ali Hamdi, S.Ag., M.H.

Drs. H. Ah Thoha, S.H., M.H.

H. Sofyan Zefri, SHI., MSI.

Panitera/ Sekretaris : Abdus Syakur Widodo,S.H., M.H.
Wakil Panitera : Sunjoto Imron, S.H.

Wakil Sekretaris : Fanroyen Ali Hamka, S.H., M.H.
Panmud Permohonan : H. Umar Syahid, BA.

Staff Panmud Permohonan : Kodim ,SH.

M. M. F. Fikri, S.sy.

Ovi Okta Ah, SH.

Panmud Gugatan : Hj. Astutin, S.H.
Staff Panmud Gugatan : Hadi W.,SH.
Adhim, SH.

Titah Athika A., SH.

Abdurrahim S., SHI.

Panmud Hukum : Supardi, S.H.
Staff Panmud Hukum : Nur Kholis, S.H.
S. Nurul J.
A. Anton Dtjb.

A. Sulasmono, ST.

Kasub Bag Kepegawaian : Ida Insani Qomariyah, S.H.
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Staff Kasub Bag Kepegawaian : Cahya Agung P, S.H.

Kasub Bag Keuangan : Laili Hidayati.A.Md
Staff Kasub Bag Keuangan : Moch. Rizqy R, SH.
Kasub Bag Umum : Achmad Romli, S.H.
Staff Kasub Bag Umum : Slamet W

Wiyanto

Abd. Hadi, SH.

M. Shodigq.

Siti Abidah, S.IP.
Panitera Pengganti : Dra. Farha Wakid.
Sri Daryati Utami, S.H.
Taufik, S.H.
Juru Sita pengganti : Imam Wahyudi, S.E.
Farid Dahlan, S.H.

Afni Vina Afifah, S.H

B. Gambaran Umum Tentang Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor:
968/Pdt.G/2014/PA.Mr
1. Pihak yang Berperkara

Kasus hak asuh anak ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan
Agama Mojokerto pada tanggal 08 April 2014 dengan nomor register
968/Pdt.G/2014/PA.Mr antara lain sebagai pihak Penggugat yaitu Kumbang

bin Jantan (nama samaran), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan
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Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pasinan, RT. 21 RW. 06, Desa

Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini

Penggugat menunjuk kuasa hukum yang berprofesi sebagai Advokad/

Pengacara/ Penasehat Hukum, pada kantor Advokad yang beralamat di

Kantor “Advokad/ Pengacara/ Penasehat Hukum JI. Teratai F-14 Sooko,

Mojokerto Jawa Timur”.

Selanjutnya, sebagai pihak Tergugat adalah Bunga binti Taman
(nama samaran), umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di alamat semula di Dusun Kauman, Desa Bangsal,
Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sekarang tidak diketahui
alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia.

Dalam hal ini Penggugat mendatangkan saksi, berikut identitas dari
saksi antara lain yaitu:

a.  Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Dusun Pasinan, Desa Jabon, Kecamatan
Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto sebagai kakak kandung Penggugat.

b.  Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Dususn Jogodayoh, Desa Jabon, Kecamatan
Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto sebagai saudara sepupu Tergugat.

c.  Saksi 3, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha warung
makanan, bertempat tinggal di Dususn Jogodayoh RT. 04 TW. 02,
Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto sebagai

teman jamaah Penggugat di Musholla.
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d.  Saksi 4, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Dususn Jogodayoh RT. 05 RW. 02, Desa Jabon,
Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto yang mana dulu adalah
tetangga Tergugat.

2. Tentang Duduk Perkara

Kumbang selaku Penggugat menyebutkan dalam surat gugatannya
beberapa posita diantaranya, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2011 yang dicatatkan di
hadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama
(KUA) kecamatan Bangsal, kabupaten Mojokerto berdasarkan Kutipan Akta
Nikah No. 187/28/V1/2011 tanggal 17 Juni 2011, dan dikaruniai seorang
anak laki-laki yang lahir pada tanggal 25 Maret 2012. Kemudian perkawinan
Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan putusan
Pengadilan Agama Mojokerto dengan nomor perkara 2053/Pdt.G/2012/
PA.Mr tanggal 26 November 2012.

Sejak putusnya perkawinan akibat perceraian tersebut, anak kandung
Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tergugat selaku ibunya. Sejak saat
itu Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah
dengan memberikan biaya hidup perawatan serta biaya pendidikan tiap bulan
minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Seiring berjalannya waktu, ternyata saat beberapa kali Penggugat
mengunjungi anak kandungnya sendiri di rumah Tergugat tidak

diperbolehkan oleh Tergugat, dan sewaktu mengunjungi anak kandungnya
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lagi dan bertemu dengan anak kandungnya namun oleh Tergugat anak
tersebut diambil dari Penggugat dan diajak pergi oleh Tergugat dan saat itu
Penggugat melihat kondisi anak tersebut dalam keadaan luka di kakinya
seperti telah terbakar dan sewaktu Penggugat menanyakan hal itu terhadap
Tergugat, Tergugat marah-marah dan membawa anak tersebut pergi.

Sedangkan sekarang ini Tergugat sudah menikah lagi dan anak
Penggugat ikut Tergugat bersama Bapak Tirinya. Penggugat merasa bahwa
Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik dan tidak bisa sebagai
penutan dalam kebaikan karena Tergugat berusaha menjauhkan anak
tersebut dengan ayah kandungnya dan berusaha menghalangi Penggugat
memberikan kasih sayang kepada anaknya bahkan Tergugat melalaikan
kewajibannya menjaga anak tersebut sehinggan anak tersebut menjadi
celaka.

Apalagi sekarang Tergugat sudah menikah lagi dan khawatir akan
kondisi, kesehatan, keselamatan, pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut
karena ikut Bapak Tiri. Belum lagi jika Tergugat dan suaminya yang baru
mempunyai anak, maka Penggugat takut makin tidak terurus anak tersebut.
Atas dasar kenyataan yang merupakan fakta hukum tersebut Penggugat
mengajukan Gugatan hak asuh anak laki-laki kandungnya yang lahir pada
tanggal 25 Maret 2012 agar ikut dan dalam asuhan Penggugat.

Berdasarkan hal di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim
untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
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b. Menyatakan menetapkan bahwa Hak Asuh Anak yang lahir pada
tanggal 25 Maret 2012 ikut dalam asuhan Penggugat.

c. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang lahir pada
tanggal 25 Maret 2012 kepada Penggugat.

d. Menghum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini.

Atau :

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Dari posita gugatan tersebut pihak Tergugat tidak memberikan
jawaban karena pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan
Tergugat tidak hadir bahkan sampai perkara ini diputus tidak pernah datang
ke persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi
dan patut, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan alasan
yang berdasarkan hukum. Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati
Penggugat tentang resiko dan beratnya tanggung jawab seorang ayah yang
memegang hak hadanah anak yang belum mumayyiz akan tetapi tidak
berhasil. Perkara ini juga tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah hadir ke persidangan.

Setelah itu, sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan sebagai
penguat gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti diantaranya:

a. Foto copy surat keterangan melahirkan anak Penggugat dan Tergugat

yang dikeluarkan oleh Bidan praktek swasta tertanggal 01-04-2014

bermaterai cukup (bukti P.1).
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Foto copy surat Pengadilan Agama Mojokerto nomor 2053/Pdt.G/2012
tanggal 05 November 2012 bermaterai cukup yang telah dikeluarkan
oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto (bukti P.2).

Foto copy akta cerai atas nama Kumbang bin Jantan (nama samaran)
nomor 2168/AC/20127PA.Mr tanggal 26 November 2012 bermaterai
cukup yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama
Mojokerto (bukti P.3).

Foto copy kartu penduduk atas nama Kumbang bin Jantan (nama
samaran), yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil
Kabupaten Mojokerto tanggal 15-04-2013 bermaterai cukup (bukti
P.4).

Foto asli anak Penggugat (3 buah) yang ada sedikit luka dikakinya
tanpa materai (bukti P.5).

Foto copy surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bangsal Kabupaten Mojokerto nomor: KK.15.11.04/PW.01/266/2014
tanggal 06 November bermaterai cukup (bukti P.6).

Foto copy surat keterangan Kepala Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar
Kabupaten Mojokerto nomor: 271/416-3186/2014 tertanggal 03 Maret
2014 bermaterai cukup (bukti P.7).

Foto copy uang transfer melalui ATM BRI Syariah unit Mojoanyar
Mojokerto pada tanggal 30 September 2014 sebesar Rp. 150.000,- dan
tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- dan tanggal 29

November 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (bukti P.8).
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i.  Beberapa photo anak Penggugat dan Tergugat yang menjadi pokok

sengketa tanpa materai (bukti P.9).

Selain itu, Penggugat juga mendatangkan 4 orang saksi. Dimana 4
orang saksi ini membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah
menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur 2 tahun,
dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan
Agama Mojokerto dan waktu itu anak tersebut dalam asuhan Tergugat.
Saksi juga mengetahui bahwa sekarang Penggugat mengajukan hak asuh
anak terhadap Tergugat. Saksi mengetahui bahwa dulu anak tersebut baik
akan tetapi saat ini saksi tidak tahu keadaan anak tersebut, saksi juga tidak
mengetahui keberadaan/ tempat tinggal Tergugat dengan suaminya yang
baru. Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan karena
kondisi anak tersebut kurang terawat dan Penggugat meminta kepada
Tergugat untuk mengasuh anak tersebut tetapi tidak diperbolehkan.
Penggugat juga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan anaknya
akan tetapi tidak pernah ketemu dan sampai sekarang Penggugat belum
menikah lagi. Saksi mengetahui bahwa Penggugat termasuk orang yang
berakhlak baik. Saksi juga membenarkan bahwa Penggugat bekerja sebagai
petani dan mempunyai rumah tempat kost-kostan sebanyak 20 kamar.
Saksi juga mengatakan bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah
Tergugat untuk memastikan keberadaan Tergugat dan saksi bersedia untuk

kerumah Tergugat untuk memastikan keberadaan Tergugat dan anaknya.
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C. Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Mojokerto = nomor:
968/Pdt.G/2014/PA.Mr

1.

Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr
Tentang Gugatan Hak Asuh Anak Dengan Verstek

Dalam perkara hak asuh anak ini, Pengadilan Agama Mojokerto
menetapkan bahwa:

a.  Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.

b.  Menolak seluruh gugatan penggugat dengan Verstek.

c.  Menetapkan memberi kesempatan kepada Penggugat (Kumbang bin
Jantan “nama samaran”) untuk bertemu, mengunjungi, memberi kasih
sayang dan mengajak jalan-jalan dan rekreasi seperlunya pada anaknya
sepanjang dapat menjaga keselamatan anak serta tidak mengganggu
belajar dan pertumbuhan anak.

d. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, pada jum’at tanggal 21
Januari 2015 M. Bertepatan dengan tanggal 30 Rabi’ul Awal 1436 H. Oleh
Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H. M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Chairul Anwar,
M.H dan Drs. Ah. Thoha, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota
dan dibantu oleh Sunjoto Imron, S.H sebagai Panitera Pengganti, diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri

Tergugat.
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Hukum  Putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor:

968/Pdt.G/2014/PA.Mr

Adapun pertimbangan hukum yang dijadikan dasar hukum oleh Hakim

Pengadilan Agama Mojokerto dalam menetapkan perkara tentang hak asuh

anak ini adalah sebagai berikut:

a. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang ketidak

hadiran Tergugat.

1)

2)

3)

4)

Apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam
pasal 20 ayat 2, panggilan dilakukan dengan cara menempel
gugatan pada papan pengumumunan di Pengadilan dan
mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau
mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass
media tersebut ayat (1) dilakukan sebayak 2 kali dengan tenggang
waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat
(2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga)
bulan.

Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat
(2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima
tanpa hadirnya Tergugat, kecuali gugatan itu tanpa hak atau tidak

beralasan.
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b. Pasal 125 HIR dimana suatu perkara diperiksa dan diputus tanpa

hadirnya Tergugat yang disebut Verstek.

1)

2)

3)

4)

Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada
hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap
sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan
tanpa kehadiran ( Verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan
negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.

Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada
pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan
negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia
sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri
mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar
penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan
negeri boleh memutuskan perkara itu.

Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah
ketua, harus diberitahukan kepada si terhukum, dan harus
diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap
keputusan pula kepadanya, usan tak hadir di muka majelis
pengadilan itu dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan
pada pasal 129.

Panitera pengadilan negeri akan mencatat dibawah keputusan tak
hadir itu siapa yang diperintahkan menyampaikan pemberitahuan

dan keterangan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.
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c. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
pertama dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang tugas
dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam, yang pasal
tersebut berbunyi:

1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a) perkawinan;

b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan
hukum Islam;

c) wakaf dan shadaqah.

2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-
undang mengenai perkawinan yang berlaku.

3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris,
penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-
masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan
tersebut.

d.  Berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang diatas, yang
dimaksud bidang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatan mengenai



62

penguasaan anak.

e. Pasal 118 Ayat (1) HIR mengenai kewenangan memeriksa dan
mengadili perkara, yang berbunyi:

Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk

lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat

permintaan (surat gugatan) yang ditandatangan oleh penggugat, atau

oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di

tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui,

kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenamya.
f.  Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, yang pasal tersebut berbunyi:

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak
mereka sebaik-baiknya.

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban
mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

g. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak yang berbunyi:'

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi

" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
(Bandung: PT. Citra Umbara, 2003), 3.
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terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan

sejahtera.

h.  Pasal 105 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156
huruf (a) KHI.

Pasal 105 huruf (a) berbunyi pemeliharaan anak yang belum mumayyiz

atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya yang dalam hal ini

berkaitan pada Pasal 156 huruf (a) KHI yang berbunyi:*
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari
ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka
kedudukannya digantikan oleh:

1) Wanita-wanita dalam garis lulur keatas dari ibu;

2) Ayah;

3) Wanita-wanita dalam garis lulur keatas dari ayah;

4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari
ayah;

b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan
hadanah dari ayah atau ibunya.

c) Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan

* Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 Tentang perkawinan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat
Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 186.
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hadanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang
bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah
kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.

d) Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab
ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak
tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

e) Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak,
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),
(b), (c), dan (d).

f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya
menetap jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-
anak yang tidak turut padanya.

Jurisprodensi M.A.R.I Nomor 27K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983

jo. Putusan M.A.R.I Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 November

2004.

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27K/AG/1982 Tanggal

30 Agustus 1983 jika terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz

(belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya. Sesuai pula dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10

November 2004 yang mengandung abstraksi bahwa untuk menjamin

kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban ayah untuk

memberikan nafkah anak nya.

Terkait dengan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini diatur dalam
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Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang
berbunyi biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada
penggugat atau pemohon.

k. Pendapat Yahya Harahap, S.H (Mantan Hakim Agung RI) tentang
putusan Verstek, yang berbunyi:
1) Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat secara murni

dan bulat berdasarkan pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata.
2) Atas dasar anggapan itu gugatan Penggugat dikabulkan, kecuali
jika itu tanpa hak atau dasar hukum.

l.  Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata.
Pasal 174 HIR berbunyi pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim,
cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu,
entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan
orang lain, yang diberi kuasa khusus.
Pasal 1925 KUH Perdata yang berbunyi pengakuan yang dilakukan
dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa
yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan seseorang yang
khusus dikuasakan untuk itu.’

m. Kitab al-Anwar Juz II halaman 149. Apabila Tergugat berhalangan

hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa

> R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 2001), 486.



66

gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya.

n. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Hal ini dapat dimaknai bahwa baik Penggugat (ayahnya) maupun
Tergugat (ibunya) mempunyai hak yang sama untuk bertemu,
menyayangi, mengasihi anak mereka demi kelangsungan hidup anak
tersebut.

o. Hadits Abu Daud yang berbunyi:

O I3y 6 ¢ &L Wdie JWS @l o2 o5 48 o b 4B 0

sl 851 01y, 213 W (s 5 3 W o5 06 50 s 0618 g

WG 4 gl el g ,fmm\sk.pwd”;t@dw,@%uub\j

(('g’d‘ e g9 3913 }g\j Ko a\”) L.’:"f';:j

Artinya: "Dari abdullah bin amr, bahwasanya seorang perempuan
berkata: ya rasulullah, sesungguhnya anak saya (ini) perut saya
mengandungnya, tetek saya menyusuinya, dan pangkuan saya
tempat berlindungnya; tetapi bapaknya telah menceraikan saya dan
mengambil dia dari saya. Maka rasulullah bersabda: “engkau lebih
berhak padanya selama engkau belum kawin”. (diriwayatkan oleh
ahmad dan abu daud dan dinilai shahih oleh hakim)"*

p. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang
menyebutkan dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai
mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam
putusan.

Pada huruf (p) menyebutkan bahwa adanya perbedaan pendapat antara

Hakim Anggota 1 dengan Hakim Anggota 2 dan Majelis Hakim, dasar

hukum yang dipakai oleh Hakim Anggota 1 itu dimulai dari huruf (k) sampai

* Abu Daud, Sunan Abi Daud juz II, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1996), 257.
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huruf (o). Akan tetapi dalam memutuskan perkara, diambil pendapat
mayoritas Hakim sehingga menurut hukum pendapat Hakim Anggota 1 tidak
menjadi putusan atas perkara ini. Dan pernyataannya tetap harus dimuat
dalam bagian pertimbangan hukum implementasi atas ketentuan pada huruf
(p) yakni Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

kekuasaan kehakiman.

D. Dasar Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Dalam Memutus Perkara nomor:
968/Pdt.G/2014/PA.Mr

Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto
mengenai dasar dalam memutus perkara nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang
hak gugatan hak asuh anak dengan verstek seperti berikut:

1. Pendapat Hakim Anggota |
Dari hasil wawancara, Hakim Anggota I berpendapat apabila Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan Penggugat berdasarkan
hukum dan dalam hal ini dikuatkan dengan adanya saksi sedangkan tergugat
tidak datang, maka Majelis menganggap Tergugat mengakui dalil-dalil
Penggugat dan tidak membantahnya. Karena tidak membantah maka berarti
mengakui, karena mengakui maka gugatan Penggugat dikabulkan.
Hakim Anggota I juga berpendapat bahwa Tergugat tidak cakap karena
terkesan menyembunyikan anaknya dari Penggugat dan dikuatkan dengan
adanya bukti saksi, serta adanya Hadits nabi yang mengatakan jika ibu sudah

menikah lagi maka Aadanah diberikan kepada ayah.
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Dalam hal ini, Hakim Anggota I sudah memerintahkan kepada para saksi
untuk memeriksa ke kediaman Tergugat, akan tetapi hanya bertemu dengan
keluarganya, dan dari keterangan Lurah Tergugat pergi tanpa pamit. Ketika
sudah dipanggil lewat Media Massa pun Tergugat tidak hadir dalam
persidangan. Menurut keterangan saksi sebenarnya Tergugat sudah
mengetahui bahwa ia dipanggil oleh pengadilan Agama akan tetapi saksi
hanya bilang “katanya”, sehingga saksi sendiri tidak berani bersumpah.
Setelah dipanggil, Tergugat tetap tidak hadir sama sekali, sehingga menurut
Hakim Anggota I Tergugat terkesan meremehkan panggilan tersebut.

Menurut pendapat Hakim Anggota I, alasan Verstek tersebut bisa
dimenangkan jika tidak melawan hak, dalam kasus ini ayah tidak melawan
hak karena ayah juga mempunyai hak untuk hadanah. Dan yang kedua adalah
karena alasan hukum, menurut Hakim Anggota I, sudah ada alasan
hukumnya yaitu menurut beliau Tergugat tidak cakap merawat anak karena
mempunyai luka seperti melepuh, dan dikuatkan dengan bukti foto, hal ini
dihubungkan dengan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka
dalil Penggugat tentang hal ini terbukti.

Dalam hal ini, Verstek sebenarnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut,
karena tidak ada yang membantah kecuali dalam perkara perceraian dimana
Majelis harus mendengarkan keterangan dari orang-orang terdekat yang
diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 22 tentang perkawinan. Verstek

memang begitu pada umumnya, tetapi sekarang tetap dibutuhkan karena
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untuk mengatakan bahwa Gugatan ini beralasan atau tidaknya.’
2. Pendapat Hakim Anggota Il

Dari hasil wawancara dengan Hakim Anggota II, Hakim Anggota II
berpendapat Verstek adalah putusan di luar hadirnya Tergugat, yang sudah
dipanggil sampai yang kedua kalinya tidak datang maka bisa diputus tanpa
hadirnya Tergugat. Kemudian gugatan Verstek dikabulkan apabila
berdasarkan hukum, dan tidak melawan hukum.

Dalam hal ini, Hakim Anggota II berpendapat bahwa meskipun gugatan
ini sudah dibuktikan, Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya kemudian
apakah anak ini terlantar atau tidaknya, saksi tidak mengetahuinya. Karena
itu Hakim Anggota II mempunyai pemikiran, bagaimana saksi bisa
mendukung gugatan itu? Sedangkan saksi sendiri tidak mengetahui kondisi
anak tersebut. Kecuali jika kondisi anak Tersebut misalnya, kurus, tidak
terawat dan tidak bersekolah, tetapi di sini tidak membuktikan kondisi anak
tersebut seperti itu. Sedangkan anak yang masih di bawah umur itu hak
hadanah berada di tangan ibu, dan bisa beralihnya hak hadanah itu ada
alasannya, misalnya ibu menterlantarkan anak, mabuk-mabukan, sedangkan
dalam hal ini saksi tidak mengetahui. Sehingga menurut Hakim Anggota II,
gugatan ini tidak berdasarkan hukum.

Menurut Hakim Anggota II, ibu yang terkesan mencoba untuk
menjauhkan anaknya dengan ayah kandungnya tidak bisa menjadi alasan

hukum dalam gugatan ini. Akan tetapi meskipun dalam putusan ini Hakim

5 Chairul Anwar, Wawancara, Mojokerto, 09 Juli 2015.
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Anggota II berpendapat untuk menolak gugatan dengan Verstek, suatu saat
ketika ayahnya bertemu dengan anaknya, meskipun sudah terjadi perceraian,
tidak memutus hubungan antara ayah dengan anak. Maka dari itu, di sini ada
item memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu, mengunjungi,
memberikan kasih sayang, seperti mengajak jalan-jalan karena menurut
hukum itu, seorang ayah wajib menafkahi anaknya sampai dewasa. Untuk
kasus ini tidak ada alasan yang membuat perubahan hak asuh anak, karena
saksi tidak ada yang tau kondisi anak pasca percerian kecuali jika saksi
mengetahui kondisi anak tersebut, seumpama ketika ibunya sudah menikah
lagi anak tersebut terlantar dan tidak terurus, maka ayah menpunyai hak
untuk mendapatkan hak hadanah.

Dalam kitab figh, yang menyatakan bahwa ibu tidak berhak menerima
hadanah jika sudah menikah lagi tidak bisa menjadi pedoman untuk
beralihnya hadanah karena rujukan pertama yang dipakai Pengadilan Agama
adalah Kompilasi Hukum Islam karena Kompilasi Hukum Islam adalah
standar nasional yang dikumpulkan dari kitab-kitab figh dan disaring
sehingga menjadi Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk satu
kesatuan, Pengadilan manapun se-Indonesia mesti sama. Sedangkan jika
memakai kitab, seumpama Hakimnya berbeda Madzhab maka akan terjadi
pebedaan dalam memutus suatu gugatan. Jadi dalam masalah gugatan
hadanah memakai Kompilasi Hukum Islam, UndangUndang No 1 Tahun
1974 dan ditambah dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sedangkan

kitab figh dalil hanya menjadi rujukan terakhir, itupun Hakim masih memilih



71

dalil yang sealiran dengan Kompilasi Hukum Islam.

Hakim Anggota II berpendapat, meskipun ibu sudah menikah lagi belum
tentu ibu itu menelantarkan anaknya. Karena dari sekian banyak kasus
hadanah, ketika ibu sudah menikah lagi dengan seseorang yang dimana orang
tersebut juga mempunyai anak, kebanyakan ayah tiri tidak cocok dengan
anak bawaan ibunya, begitupun sebaliknya karena masing-masing lebih
mementingkan anak bawaannya. Dari situlah Hakim Anggota II
menyimpulkan bahwa meskipun ibu sudah menikah lagi, ibu tetap
mementingkan anaknya.

Dalam hal ini, kepentingan anak menjadi pertimbangan utama dalam
masalah hadanah. Pada umumnya ayah itu kerja dari pagi sampai sore
sedangkan ibu lebih cenderung dirumah, meskipun ibu itu berkarir tetapi ibu
di dalam mengasuh anak bukan masalah berapa lama tetapi kualitas karena
naluri seorang ayah dan ibu itu berbeda, ibu menyusui anaknya sehingga

ikatan bathin antara anak dengan ibu itu lebih kuat.®

E. Implikasi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Tentang Gugatan Hak Asuh
Anak Dengan Verstek

Implikasi dari putusan Pengadilan Agama Mojokerto tentang hak asuh
anak dengan Verstek yang dalam ketetapan putusannya yang menetapkan bahwa
hakim menolak seluruh gugatan penggugat dengan Verstek, memberi kesempatan
kepada Penggugat untuk bertemu serta mengunjungi anaknya sepanjang dapat

menjaga keselamatan anak serta tidak mengganggu belajar dan pertumbuhan

® H. Ah. Thoha, Wawancara, Mojokerto, 09 Juli 2015.
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anak, dan membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Dari sini akan terbentuk suatu implikasi atau akibat hukum dari
penetapan putusan oleh hakim ini, bahwa Tergugat selaku ibunya wajib untuk
mengizinkan Penggugat selaku ayahnya bertemu terhadap anaknya dan tidak
boleh menjauhkan anaknya dengan Penggugat seperti yang dahulu ia lakukan,
karena seorang anak tidak hanya membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu
tetapi juga membutuhkan kasih sayang dari ayahnya.

Begitu pula dengan Penggugat, Penggugat tetap wajib menafkahi
anaknya tersebut, serta Penggugat juga masih bisa bertemu dengan anaknya
meskipun Penggugat tidak bisa mendapatkan hak asuh anaknya tersebut.
Penggugat bisa mengajak anaknya jalan-jalan ataupun bermain dengan syarat
Penggugat bisa menjamin keselamatan anak tersebut dan tidak mengganggu
belajar serta pertumbuhan anak.

Serta Penggugat wajib membayar biaya perkara yang timbul akibat
adanya gugatan dari Penggugat tersebut seperti yang telah ditetapkan oleh
Majelis Hakim dalam putusan nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr. Tergugat harus
menerima putusan yang telah di tetapkan oleh Majelis Hakim karena ketidak
hadiran Tergugat dimana putusan tersebut bersifat Verstek dan jika Tergugat

merasa kurang adil dengan putusan tersebut, Tergugat bisa mengajukan Verzet.



BABIV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NOMOR:
968/Pdt.G/2014/PA.Mr TENTANG GUGATAN HAK ASUH ANAK DENGAN

VERSTEK

. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Dalam Memutus Perkara
Nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr Tentang Gugatan Hak Asuh Anak Dengan
Verstek

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa

dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jika Tergugat yang
telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan
melalui pengumuman di radio tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain
sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidak hadiran Termohon tersebut, tidak
ternyata disebabkan oleh adanya alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 125 HIR, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat
(verstek).

Salah satu yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah alasan
gugatan penggugat yakni sewaktu Penggugat mengunjugi anak kandungnya lagi
waktu bertemu bersama dengan anak kandungnya namun oleh Tergugat anak
tersebut langsung diambil dari Penggugat dan diajak pergi oleh Tergugat dan
saat itu penggugat melihat kondisi anak tersebut dalam keadaan luka di kakinya
seperti telah terbakar dan sewaktu penggugat menanyakan tentang luka tersebut,
tergugat malah marah marah dan membawa anak tersebut pergi dan sakarang ini

Tergugat sudah menikah lagi sedangkan anak penggugat ikut Tergugat bersama

73



74

ayah tirinya, dengan kejadian tersebut diatas telah jelas bahwa Tergugat tidak
bisa mendidik anak dengan baik dan tidak bisa sebagai panutan dalam kebaikan,
karena Tergugat berusaha menjauhkan anak tersebut dengan Penggugat dan
berusaha menghalangi Pengguggat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan
kasih sayang kepada anak Pengguggat bahkan Tergugat telah melalaikan
kewajibannya menjaga anak tersebut sehingga anak Penggugat dengan Tergugat
tersebut menjadi celaka apalagi sekarang Tergugat sudah menikah lagi.

Dari alasan tersebut, timbul pertanyaan dari Majelis Hakim yaitu apakah
benar Tergugat telah melalaikan kwajibannya dalam mengasuh anak, sehingga
hak asuh anak (hadanah ) beralih kepada Penggugat?

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bukti foto yang telah diserahkan
oleh Penggugat yakni menurut Majelis Hakim bukti yang menunjukkan 3 buah
foto anak yang jadi pokok sengketa ada sedikit luka di kaki anak Penggugat dan
Tergugat namun secara fisik anak tersebut adalah sehat fisiknya dan bahkan
masih bisa naik sepeda roda tiga. Berdasarkan foto-foto tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa anak yang menjadi pokok sengketa dalam keadaan sehat dan
sakitnya (luka di kaki) tidak membahayakan jiwa anak tersebut, kondisinya
masih normal, bagus dan tidak mengalami hambatan baik pertumbuhan fisik
maupun psikhisnya.

Serta majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 4 (empat) orang
saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan. Berdasarkan
keterangan saksi-saksi tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut telah

memberikan keterangan sebagian besar didasarkan apa yang didengar dan
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dialami sendiri oleh saksi dan dari keterangan Penggugat kepada saksi, tentang
keadaan-keadaan yang berhubungan kondisi anak Penggugat dan Tergugat dan
keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh
karena itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat
bukti atas dalil-dalil gugatan Penggugat. Dari keterangan para saksi, para saksi
tidak ada yang mengetahui kondisi terakhir dimana keberadaan anak tersebut
juga keadaan /kondisinya setelah Tergugat kawin lagi. Saksi juga tidak
mengetahui keadaan Tergugat saat ini, apakah Tergugat tidak cakap dalam
mengasuh anak tersebut, atau Tergugat menelantarkan anak, apakah Tergugat
akhlaknya tercela, apakah Tergugat murtad (keluar dari agama Islam) yang bisa
menyebabkan beralihnya hak Aadanah dari Tergugat kepada Penggugat.

Sehingga menurut Majelis Hakim, selama anak berada dalam
pemeliharaan Tergugat, baik Penggugat maupun saksi-saksi tidak ada yang
mengetahui dimana keberadaan Tergugat dan anaknya saat ini, tidak ada yang
mengetahui kondisi anak, serta tidak mengetahui hal-hal yang menjadi alasan
hukum untuk dapat berpindahnya hak asuh dari Penggugat kepada Tergugat,
misalnya Tergugat tidak cakap dalam mengasuh anak tersebut atau Tergugat
pindah ke agama lain/murtad, apakah Tergugat berperilaku/ berakhlak tercela
yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan anak ataukah Tergugat telah
mentelantarkan anak tersebut.

Dalam memutus perkara ini pertimbangan utama Majelis Hakim adalah
kepentingan anak, yakni apabila terjadi sengketa hadanah terhadap anak yang

menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk
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mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan
(kemaslahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain,
sehingga terjamin hak-hak anak, bisa hidup tumbuh dan berkembang baik secara
fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang — undang
Nomor 23 tahun 2002.

Hakim juga mempertimbangkan pasal 3 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang bunyi
“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia, dan sejahtera”. Sehingga menurut pasal 105 huruf (a) Undang
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pemeliharaan anak yang
belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya jo. Pasal 156
huruf (a) Kompilasi hukum Islam menyebutkan “anak yang belum mumayyiz
(belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadanah dari Ibunya...”.

Hal ini juga dikaitkan dengan jurisprodensi MARI nomor 27K/AG/1982
tanggal 30 Agustus 1983 “Dalam hal terjadi perceraian anak yang belum
mumayiz ( belum berumur 12 tahun ) adalah hak ibunya *; juncto Putusan MARI
Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 “Bahwa bila terjadi
perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya

diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”.
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Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan
perkembangan jiwa anak semata-mata, maka gugatan Penggugat dianggap tidak
berdasar hukum oleh sebab itu gugatan Penggugat ditolak dengan verstek.

Akan tetapi dalam hal ini, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa
pemeliharaan anak (hadanah) adalah untuk kepentingan anak, baik untuk
pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasan intelektual anak dan agamanya,
diharapkan anak tersebut tumbuh dan berkembang secara layak dan wajar, untuk
kepentingan tersebut, oleh karena itu meskipun gugatan hak asuh anak yang
diajukan Penggugat ditolak namun mempertimbangkan petitum Subsider yakni
Penggugat mohon putusan seadil-adilnya maka atas dasar hal tersebut, maka
Majelis menetapkan bahwa Penggugat sebagai ayahnya berhak untuk bisa
bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, untuk mengajak jalan-jalan dan
memperkenalkan dengan keluarga Penggugat kepada anak tersebut sepanjang
tidak mengganggu dan demi untuk kepentingan terbaik bagi anak karena dalam
Islam tidak mengenal istilah bekas ayah.

Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat antara Anggota Majelis Hakim I
dengan pertimbangan-pertimbangan mayoritas majelis Hakim (Ketua Majelis dan
Hakim Anggota II), Anggota Majelis Hakim I berpendapat bahwa Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak
ternyata bahwa ketidak hadirannnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang

sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 968/Pdt.G/2014/PA.Mr
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Tergugat telah dipanggil di tempat kediaman semula dan kemudian dipanggil
melalui media massa/radio, maka dengan demikian berarti Tergugat tidak ingin
mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan sekaligus berarti pula
bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Hakim Anggota I sependapat dengan pendapat Bapak Yahya Harahap, SH
(mantan Hakim Agung RI ) yang berpendapat bahwa Tergugat yang telah
dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir maka :

1. Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat secara murni dan
bulat berdasarkan pasal 174 HIR , Pasal 1925 KUH Perdata.

2. Atas dasar anggapan pengakuan itu gugatan Penggugat dikabulkan,
kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau dasar hukum.

Hakim Anggota I juga memandang perlu mempedomani pula petunjuk
dari kitab Al-Anwar Juz II halaman 149 yang selanjutnya diambil alih sebagai
pertimbangan Hakim:

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,

maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula

menetapkan hukum atasnya’.

Menurut Anggota Majelis Hakim I, Penggugat mengajukan gugatan hak
asuh anak ini didalilkan atas dasar/alasan saat Penggugat beberapa kali
mengunjungi anak kandungnya tidak diperbolehkan oleh Tergugat. Berdasarkan
fakta hukum bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak tersebut
belum ditetapkan siapa yang berhak mengasuh dan memeliharanya, dengan

demikian harus ada kepastian hukum siapa yang berhak menjadi /adin (pengasuh
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dan pemeliharanya), dalam hal ini dapat dimaknai bahwa baik Penggugat
(ayahnya) maupun Tergugat (ibunya) mempunyai hak yang sama untuk bertemu,
menyayangi, mangasihi anak mereka demi kelangsungan hidup anak tersebut
sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, namun pada kenyataannya akses atau kesempatan bagi Penggugat (selaku
ayah) untuk bertemu dengan anak sulit diwujudkan karena Tergugat terkesan
berusaha menyembunyikan diri bersama anaknya dari Penggugat.

Anggota Majelis Hakim I juga mempertimbangkan bahwa terhadap dalil
Penggugat yang mengatakan bahwa sejak bercerai Penggugat tidak
diperbolehkan mengunjungi anak kandungnya yang ada pada Tergugat, oleh
karena dalil tersebut adalah pernyataan negatif, dan oleh karena untuk
membuktikan pernyataan negative itu sangat sulit (negative non sunt probanda)
maka seharusnya Tergugatlah yang harus membuktikan bantahannya, namun
karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka ketidak hadiran Tergugat
dianggap telah membenarkan dalil tersebut, dengan demikian dalil tersebut telah
terbukti menurut hukum.

Dan dihubungkan dengan bukti foto asli anak Penggugat ( 3 buah ) yang
terlihat ada sedikit luka dikakinya, maka berdasarkan persangkaan Hakim maka
telah terbukti bahwa anak tersebut pernah mengalami luka dikakinya dan
Tergugat berusaha menjauhkan anak tersebut dari Penggugat. Meskipun foto
secara formal tidak termasuk dalam macam-macam bukti yang ditentukan dalam
pasal 164 HIR, namun karena perkembangan dan kemajuan teknologi (in casu

teknologi informasi) yang demikian pesat, telah menyebabkan perubahan
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kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah
mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru pula adalah suatu
kenyataan yang diketahui secara umum bahwa foto dapat menggambarkan suatu
keadaan/ peristiwa tertentu pada suatu waktu walaupun hanya sesaat, yang
diabadikan dalam muatan foto/potret tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa
karena kecanggihan teknologi elektronik, maka muatan foto untuk maksud-
maksud tertentu bisa direkayasa dan dimanipulasi oleh ahlinya, sehingga sebuah
foto tidak lagi menggambarkan keadaan yang sebenarnya, namun begitu hal
tersebut tidaklah serta merta bisa dijadikan alasan untuk men-generalisasi bahwa
semua alat bukti foto menjadi tidak akurat dan harus ditolak.

Berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa
menurut keterangan keluarga Tergugat (kakak ipar Tergugat), Tergugat telah
menikah lagi dan sekarang ikut bersama suaminya dengan mengajak anaknya,
namun keluarga Tergugat tidak memberitahu dimana keberadaan Tergugat saat
ini. Menurut Anggota Majelis Hakim I. Penggugat sebagai ayah kandung anak
tersebut berdasarkan fakta di persidangan telah memenuhi syarat untuk menjadi
pengasuh dan pemelihara anaknya, karena Tergugat sebagai ibu kandung anak
tersebut telah kawin lagi dengan seorang lelaki oleh karenanya Hakim Anggota I
sependapat dengan Hadits Nabi Riwayat Abu Daud yang diambil alih sebagai

pendapat Hakim Anggota I sebagai berikut:
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Artinya: "Dari abdullah bin amr, bahwasanya seorang perempuan berkata:
ya rasulullah, sesungguhnya anak saya (ini) perut saya mengandungnya,
tetek saya menyusuinya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya; tetapi
bapaknya telah menceraikan saya dan mengambil dia dari saya. Maka
rasulullah bersabda: “engkau lebih berhak padanya selama engkau belum
kawin”. (diriwayatkan oleh ahmad dan abu daud dan dinilai shahih oleh
hakim)”.

Inti dari Hadits tersebut adalah bahwa seorang ibu paling berhak
mengasuh dan memelihara anaknya (sebagai hadin) dengan syarat si ibu tersebut
belum/tidak menikah lagi, dengan demikian gugatan Penggugat petitum angka 2
dapat dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat yang telah
dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ke
persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat telah beralasan
serta tidak berlawanan dengan hukum, serta berdasarkan bukti-bukti yang
dijaukan oleh Penggugat, oleh karena itu menurut Hakim Anggota I gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan
Pasal 174 HIR.

Dalam hal ini, menurut penulis putusan Verstek tetap harus dibuktikan
karena untuk memngetahui bahwa gugatan yang dilakukan oleh Penggugat itu
berdasarkan hukum atau tidak. Dan bukti-bukti tersebut harus diperiksa

kebenarannya sehingga dapat dijadikan alasan hukum yang kuat.
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B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor:
968/Pdt.G/2014/PA.Mr Tentang Gugatan Hak Asuh Anak Dengan Verstek

Dengan adanya perceraian, maka akan timbul akibat-akibat hukum terkait
bagi mantan suami atau istri, yang meliputi harta benda, nafkah anak dan
penguasaan anak. Adapun hubungan antara mantan suami dan istri dapat
berakhir dengan mudah, demikian pula dengan harta benda. Namun hubungan
dengan anak merupakan tanggung jawab yang berkelanjutan meskipun kedua
mantan suami dan istri telah berpisah. Apabila terjadi penguasaan anak antara
suami dan istri, maka di sinilah Pengadilan Agama berperan yang akan
memberikan keputusan kepada siapa anak itu akan diasuh.

Dilihat dari segi Versteknya yaitu putusan tidak hadirnya tergugat dalam
suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir
dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk
menghadiri dalam persidangan.

Putusan Verstek tidak selalu mengabulkan gugatan Penggugat. Ketentuan
yang mengatur Verstek terdapat dalam Pasal 125 HIR/ 145 RBg, yang berbunyi:
(1)  Jikalau tergugat, walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap pada

hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap

selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir,
kecuali jika nyata-nyata oleh pengadilan, bahwa gugatan itu melawan hak
atau tidak beralasan.

(2)  Akan tetapi jika si tergugat dalam surat jawabannya yang tersebut dalam

pasal 121 mengajukan perlawanan (tangkisan) bahwa pengadilan tidak
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berhak menerima perkara itu, hendaknya pengadilan walapun si tergugat
sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah didengar si penggugat,
mengadili perlawanannya dan hanya kalau perlawanan itu ditolak, maka
keputusan dijatuhkan mengenai pokok perkara.

Pasal 125 ayat (1) HIR/ 145 ayat (1) RBg menentukan, bahwa untuk

putusan Verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat

sebagai berikut:

(1

2

3)

4
)

Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang
yang telah ditentukan.

[a atau mereka tidak mengirim wakil/ kuasanya yang sah untuk
menghadap.

Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut.

Petitum tidak melawan hak.

Petitum beralasan.

Jika petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan maka

meskipun perkara diputus dengan Verstek, gugatan ditolak.

Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang

bernama Drs. Chairul Anwar, MH selaku Hakim Anggota I (09 Juli 2015), beliau

mengatakan bahwa apabila Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan

alasan Penggugat berdasarkan hukum dan dalam hal ini dikuatkan dengan adanya

saksi sedangkan tergugat tidak datang, maka Majelis menganggap Tergugat

mengakui dalil-dalil Penggugat dan tidak membantahnya. Karena tidak
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membantah maka berarti mengakui, karena mengakui berarti gugatan Penggugat
dikabulkan.

Alasan Verstek tersebut bisa dimenangkan jika tidak melawan hak, dalam
kasus ini ayah tidak melawan hak karena ayah juga mempunyai hak untuk
hadanah. dan yang kedua adalah karena alasan hukum, menurut Hakim Anggota
I, sudah ada alasan hukumnya yaitu menurut beliau Tergugat tidak cakap
merawat anak karena mempunyai luka seperti melepuh, dan hal ini dihubungkan
dengan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah maka dalil Penggugat
tentang hal ini terbukti.

Akan tetapi menurut Hakim Anggota II yang bernama Drs. H. AH.
Thoha, SH. MH (09 Juli 2015) berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I,
beliau mengatakan bahwa Verstek adalah putusan di luar hadirnya Tergugat,
yang sudah dipanggil sampai yang kedua kalinya tidak datang maka bisa diputus
tanpa hadirnya Tergugat. Kemudian gugatan Verstek dikabulkan apabila
berdasarkan hukum, dan tidak melawan hukum. Akan tetapi dalam perkara ini
menurut Hakim Anggota II tidak berdasarkan hukum karena saksi sendiri tidak
mengetahui kondisi anak tersebut. Sedangkan anak yang masih di bawah umur
itu hak hadanah berada di tangan ibu, dan tidak ada alasan beralihnya hak
hadanah.

Dan dilihat dari syarat dari hadanah itu sendiri serta dari kepentingan si
anak tersebut. Syarat hadanah adalah sebagai berikut:

1. Berakal sehat.

2. Dewasa.
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3. Mampu mendidik.

4. Amanah dan berbudi.

5. Islam.

6. Ibunya belum menikah lagi.

7. Merdeka.

8. Bukan orang yang membenci anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 49 menyebutkan hak
asuh anak itu bisa dicabut jika, pengasuh telah melalaikan kewajibannya
terhadap anak tersebut dan ia berkelakuan buruk sekali. Dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 ini ibu yang sudah menikah lagi tidak termasuk syarat
untuk dicabutkannya hak asuh anak.

Menurut Hakim Anggota I Tergugat tidak cakap karena terkesan
menyembunyikan anaknya dari Penggugat dan dikuatkan dengan adanya bukti
saksi, serta adanya Hadits nabi yang mengatakan jika ibu sudah menikah lagi
maka hadanah diberikan kepada ayah.

Sedangkan menurut Hakim Anggota II, meskipun ibu sudah menikah lagi
belum tentu ibu itu menelantarkan anaknya. Karena dari sekian banyak kasus
hadanah, ketika ibu sudah menikah lagi dengan seseorang yang dimana orang
tersebut juga mempunyai anak, kebanyakan ayah tiri tidak cocok dengan anak
bawaan istrinya, begitupun sebaliknya karena masing-masing lebih
mementingkan anak bawaannya. Dari situlah Hakim Anggota II menyimpulkan
bahwa meskipun ibu sudah menikah lagi, ibu tetap mementingkan anaknya.

Kepentingan anak menjadi pertimbangan utama dalam masalah hadanah.
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Pada umumnya ayah itu kerja dari pagi sampai sore sedangkan ibu lebih
cenderung dirumah, meskipun ibu itu berkarir tetapi ibu di dalam mengasuh anak
bukan masalah berapa lama tetapi kualitas karena naluri seorang ayah dan ibu itu
berbeda, ibu menyusui anaknya sehingga ikatan bathin antara anak dengan ibu
itu lebih kuat.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang
berbunyi: perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena itu, ibu lebih berhak
dalam mengasuh anak.

Setelah penulis mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Mojokerto,
penulis menyimpulkan bahwa dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/ 145 ayat (1) RBg,
syarat yang menjadikan putusan verstek itu dikabulkan adalah tidak melawan
hak dan berdasarkan hukum. Ditinjau dari syarat dikabulkannya verstek sendiri,
dalam kasus hadanah yang diputus oleh Pengadilan Agama Mojokerto kurangnya
bukti yang menjadikan alasan untuk dimenangkannya Aadanah ini kepada
Penggugat karena syarat yang berdasarkan hukum itu tidak dipenuhi. Dilihat dari
ketidak tahuan saksi tentang kondisi anak tersebut setelah terjadi perceraian,
apakah benar Tergugat tidak cakap dalam merawat anak tersebut? saksi tidak
mengetahui akan hal itu. Jadi penulis melihat bahwa dari segi hukum formil

putusan dari Pengadilan Agama Mojokerto sudah benar.
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Dan ditinjau dari hukum materiil yang dilihat dari segi syarat hadanah
dan kepentingan anak sendiri, memang benar bahwa ada hadits nabi yang
mengatakan bahwa jika ibu sudah menikah lagi maka ayah yang lebih berhak
untuk mendapatkan hadanah dan hal ini dimasukkan dalam beberapa kitab figh
munakahat menjadi salah satu syarat dari hadanah itu sendiri. Akan tetapi
penulis sependapat dengan pendapat Hakim Anggota Il yang mengatakan bahwa
meskipun ibu sudah menikah lagi belum tentu ibu itu menelantarkan anaknya.
Karena dari sekian banyak kasus hadanah, ketika ibu sudah menikah lagi dengan
seseorang yang dimana orang tersebut juga mempunyai anak, kebanyakan ayah
tiri tidak cocok dengan anak bawaan istrinya, begitupun sebaliknya karena
masing-masing lebih mementingkan anak bawaannya. Dari situlah penulis
berpendapat bahwa meskipun ibu sudah menikah lagi, ibu tetap mementingkan
anaknya.

Dan dari kepentingan anak sendiri, menurut Ketua Majelis Ulama
Indonesia Umar Shihab berpendapat bahwa hak asuh anak yang masih menyusui
di bawah dua tahun sebaiknya diberikan kepada ibu. Sedangkan jika lebih dari
dua tahun, maka hak asuh diputuskan oleh pihak pengadilan. Dalam kasus ini,
anak yang menjadi sengketa masih berumur 2 tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 105 menyatakan
bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak
ibunya dan jika sudah mumayyiz anak tersebut bisa memilih antara ayah atau
ibunya. Dari sini sudah jelas bahwa anak yang masih dibawah umur itu lebih baik

untuk ikut bersama dengan ibunya.
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Ulama figh juga sepakat mengatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil
anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara’ yang
membolehkannya, seperti ibu itu gila atau dipenjara. Ibu adalah yang paling
berhak menggenggam hak asuh anak dibandingkan pihak-pihak lainnya. Al Imam
Muwafaquddin Ibnu Qudamah mengatakan, jika suami istri mengalami
perceraian dengan meninggalkan seorang anak (yang masih kecil atau anak
cacat), maka ibunyalah yang paling berhak menerima hak asuh anak dari pada
orang lain. Diutamakan ibu dalam mengasuh anak, lantaran ia orang yang terlihat
sayang dan paling dekat dengannya.

Dan dilihat dari psikologis anak sendiri, penulis sependapat dengan hasil
penelitian psikologi yang menganggap pihak ibu yang lebih berperan jika terjadi
perceraian dan anak masih dibawah umur menjadi pegangan semakin besarnya
hak asuh bagi pihak ibu. Bayi yang berada dalam tahun-tahun yang
membutuhkan kelembutan secara umum akan tinggal dengan ibunya, selama
tidak ada keberatan terhadap si ibu, bahkan meskipun si ayah tidak bersalah,
karena ketidakmampuan ayah untuk memberikan kelembutan secara alamiah
dibutuhkan bayi, yang hanya diberikan oleh ibunya.

Seperti halnya pendapat Hakim Anggota II yang menyatakan bahwa pada
umumnya ayah itu kerja dari pagi sampai sore sedangkan ibu lebih cenderung
dirumah, meskipun ibu itu berkarir tetapi ibu di dalam mengasuh anak bukan
masalah berapa lama tetapi kualitas karena naluri seorang ayah dan ibu itu
berbeda, ibu menyusui anaknya sehingga ikatan bathin antara anak dengan ibu

itu lebih kuat.
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Jadi menurut penulis, dilihat dari segi Yuridis putusan yang sudah
dtentukan oleh Pengadilan Agama Mojokerto nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr ini

sudah benar.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian yang telah disusun, maka
kesimpulan yang diperoleh dari penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama
Mojokerto Nomor: 968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak
dengan Verstek adalah sebagai berikut:

1. Dalam memutus perkara tentang hadanah ini, pertimbangan hukum yang
digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yaitu pertimbangan
hukum yang digunakan Hakim Anggota I adalah karena Verstek, dimana
Tergugat dalam perkara Verstek itu Tergugat tidak hadir dan mengakui
dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dalam hadits dikatakan bahwa ibu berhak
mendapat hadanah jika ibu belum menikah lagi. Dalam hal ini ada perbedaan
pendapat antara Hakim Anggota I dengan Hakim Anggota II dan Majelis
Hakim, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Anggota II dan
Majelis Hakim yaitu perkara Verstek itu bisa dikabulkan jika tidak melawan
hak dan berdasarkan hukum, dalam hal ini menurut Hakim Anggota II dan
Majelis hakim gugatan tersebut tidak berdasarkan hukum karena saksi tidak
mengetahui kondisi anak tersebut pasca perceraian, serta fakta bahwa ibu
sudah menikah lagi itu tidak bisa menjadi pedoman karena dalam hal ini
belum tentu jika ibu sudah menikah, anak tersebut tidak terawat serta anak

menjadi pertimbangan utama untuk kepentingan dan kebaikannya maka anak

90
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yang masih berumur 2 tahun lebih baik jika bersama ibunya.

Ditinjau dari yuridis sendiri Versfek kurangnya bukti yang bisa menjadikan
dasar hukum karena diperlukan dasar hukum untuk putusan Verstek itu bisa
dimenangkan Penggugat sesuai pasal 125 ayat (1) HIR/ 145 ayat (1) RBg.
Dilihat dari segi syarat hadanah dan kepentingan anak sendiri, menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 49 tidak ada yang menyebabkan
berpindahnya atau dicabutnya hak asuh anak. Dan menurut ulama figh juga
sepakat mengatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya
apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara’ yang membolehkannya.
Dalam hal ini tidak ada bukti bahwa ibu itu tidak cakap dalam mengasuh
anak, maka dari itu penulis membenarkan putusan yang sudah diambil oleh

Pengadilan Agama Mojokerto.

B. Saran

1.

Untuk para Hakim, kiranya dalam memutus perkara Verstek lebih diteliti
lagi dari segi alasan hukumnya, sehingga dapat mengetahui alasan yang bisa
dijadikan dasar hukum dalam melakukan suatu gugatan.

Kepada para orang tua, jika terjadi perceraian, kiranya bagi yang
mendapatkan hak hAadanah baik itu ayah maupun ibu, tidak memisahkan
antara anak dengan ayahnya maupun dengan ibunya. Karena hubungan
antara anak dengan orang tua itu sangat diperlukan bagi tumbuh kembang si

anak.
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